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ABSTRAK 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN 

DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN  

PEMBUKTIAN ALTERNATIF  

(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk) 

Oleh 

Diana Thusyarifah Soraya 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis kejahatan 

harta benda yang paling meresahkan masyarakat karena tidak hanya menimbulkan 

kerugian materiel, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Munculnya fenomena 

kejahatan dengan modus operandi yang kompleks menuntut optimalisasi sistem 

pembuktian guna mengungkap kebenaran materiil di persidangan. Penggunaan 

pembuktian alternatif, seperti integrasi rekaman CCTV dengan pengakuan pelaku 

dan saksi, menjadi krusial ketika bukti fisik utama sulit didapatkan secara utuh. Hal 

tersebut melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif pada Putusan 

Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim 

dalam melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan 

pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk. 

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian 

norma hukum positif dan dokumen tertulis terkait peristiwa hukum. Sumber data 

yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah 

dan jurnal hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research) yang selanjutnya diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan penyusunan 

data untuk dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif. 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana 

terhadap Terdakwa Riko Bin Sulaiman bersifat mutlak karena telah terpenuhinya 

seluruh unsur perbuatan melawan hukum (PMH), kemampuan bertanggung jawab 

secara mental, serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus). 

Pembuktian terhadap kesalahan tersebut juga didukung oleh penerapan pembuktian 

alternatif yang menggabungkan beberapa alat bukti yang saling bersesuaian untuk 

membangun keyakinan hakim meskipun barang bukti utama tidak dihadirkan 

secara langsung di persidangan. Melalui pembuktian alternatif yang 

mengombinasikan keterangan saksi korban, keterangan rekan pelaku, rekaman 

CCTV, dan pengakuan Terdakwa, terbukti adanya niat jahat (mens rea) yang  
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diwujudkan dalam tindakan nyata (actus reus) mengambil uang sebesar 

Rp17.800.000,00 di bawah ancaman senjata api. (2) Pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan telah mengintegrasikan 

tiga aspek fundamental secara harmonis. Secara yuridis, hakim membuktikan 

seluruh elemen Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP; secara filosofis, hakim menerapkan 

asas tiada pidana tanpa kesalahan; dan secara sosiologis, hakim mempertimbangkan 

dampak perbuatan yang meresahkan masyarakat serta membahayakan jiwa korban 

sebagai instrumen perlindungan ketertiban social seluruh elemen Pasal 365 ayat (2) 

ke-2 KUHP; secara filosofis, hakim menerapkan  

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Diperlukan pembaruan regulasi hukum acara 

pidana (KUHAP) agar secara eksplisit mengatur kedudukan dan kekuatan 

pembuktian alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV guna menjamin kepastian 

hukum dalam pembuktian komprehensif. (2) Aparat penegak hukum perlu 

meningkatkan profesionalitas, koordinasi, serta kapasitas teknis dalam 

pemanfaatan teknologi pendukung sejak tahap penyidikan hingga penuntutan untuk 

meminimalkan hambatan dalam proses peradilan dan mendukung tercapainya 

keadilan substantif. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Kekerasan. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF 

THEFT WITH VIOLENCE BASED ON  

ALTERNATIVE PROOF  

(Study of Decision Number: 159/Pid.B/2023/PN Tjk) 

By 

Diana Thusyarifah Soraya 

Theft with violence is a type of property crime that is most unsettling to the public, 

as it not only results in material loss but also threatens human life. The emergence 

of criminal phenomena with complex modus operandi demands the optimization of 

the evidentiary system to uncover material truth during trials. The use of alternative 

proof, such as the integration of CCTV footage with the confessions of perpetrators 

and witnesses, becomes crucial when primary physical evidence is difficult to 

obtain in its entirety. This underlies the problem formulations in this research, 

namely: (1) How is the criminal liability of the perpetrator of theft with violence 

based on alternative proof in Decision Number: 159/Pid.B/2023/PN Tjk? and (2) 

What are the judge's considerations in sentencing the perpetrator of theft with 

violence in Decision Number: 159/Pid.B/2023/PN Tjk. 

This research employs a normative legal approach, focusing on the study of positive 

legal norms and written documents related to legal events. The data sources used 

include primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as 

secondary legal materials from scientific literature and legal journals. Data 

collection was carried out through library research, which was subsequently 

processed through stages of selection, classification, and data arrangement to be 

analyzed using qualitative methods with deductive reasoning. 

The results of this research and discussion indicate that: (1) the criminal liability 

The results of this research and discussion show that: (1) The criminal liability of 

the Defendant, Riko Bin Sulaiman, is absolute because all elements of an unlawful 

act (PMH), the mental capacity to be responsible, and the element of fault in the 

form of intent (dolus) have been fulfilled. The proof of this fault is also supported 

by the application of alternative evidence, which combines several pieces of 

evidence that correspond with one another to establish the judge’s conviction, even 

though the main physical evidence was not presented directly in court. Through 

alternative proof combining the testimony of the victim, the testimony of the 

accomplice, CCTV recordings, and the Defendant’s confession, the existence of 

criminal intent (mens rea) was proven, which was manifested in a real act (actus 

reus) of taking Rp17,800,000 under the threat of a firearm.  
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(2) The judge’s consideration in imposing a prison sentence of 2 years and 6 months 

has integrated three fundamental aspects harmoniously. Juridically, the judge 

proved all elements of Article 365 paragraph (2) point 2 of the Indonesian Criminal 

Code; philosophically, the judge applied the principle of no punishment without 

fault; and sociologically, the judge considered the impact of the act that disturbed 

public order and endangered the victim’s life as an instrument for protecting social 

order. 

The recommendations of this study are as follows: (1) There is a need to reform 

criminal procedural law (the Criminal Procedure Code/KUHAP) to explicitly 

regulate the legal standing and evidentiary weight of electronic evidence, such as 

CCTV recordings, in order to ensure legal certainty in comprehensive evidentiary 

processes. (2) Law enforcement officials should enhance professionalism, inter-

agency coordination, and technical capacity in the utilization of technological tools 

from the investigation stage through prosecution, so as to minimize procedural 

obstacles and support the realization of substantive justice. 

Keywords: Criminal Liability, Theft, Violence. 
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MOTTO  

 

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali 

Allah ulangi ‘Fa inna ma’al usri yusra’ setiap kesulitan pasti ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah:5-6) 

 

“Allah tidak akan memberikan satu capaian kepada orang kecuali 

 orang itu mampu mencapainya”  

(QS. Al-Baqarah 286) 

 

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa 

Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya 

Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya 

Rayakan perasaanmu sebagai manusia” 

(Baskara Putra-Hindia) 

 

“It will Pas, everything you’ve gone throughit will pas” 

(Rachel Venya) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang Masalah  

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ketertiban dan 

keteraturan di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengatur, hukum 

berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap 

individu, serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku agar tercipta kedamaian 

sosial. Ilmu hukum sendiri memiliki cakupan yang sangat luas dan bersifat 

universal karena keberadaannya berkaitan erat dengan segala aspek kehidupan 

manusia. Ia menjadi bagian dari dinamika masyarakat dan senantiasa berkembang 

seiring perubahan zaman. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas 

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh kegiatan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum, bukan 

kekuasaan semata. Dalam negara hukum seperti Indonesia, penghormatan terhadap 

hak asasi manusia menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi. Negara memiliki 

kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya tanpa 

diskriminasi. Penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi pondasi penting 

dalam membangun ketertiban hukum. Hal ini sangat krusial untuk mewujudkan 

tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 

menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai 

luhur Pancasila. 1

 
1 Paul Edward Mataheru, dkk. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan 

Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb), Pattimura Law Students, Vol. 1 No, 2 Tahun 2023, hlm. 380-390.  
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Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem peradilan dan 

menempati posisi tertinggi dalam struktur lembaga penegak hukum yang 

menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim 

memiliki tanggung jawab besar karena mereka tidak hanya menafsirkan dan 

menerapkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan di mata masyarakat. 

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim merupakan salah satu dari tiga 

pilar utama dalam sistem ketatanegaraan, berdiri sejajar dan independen dari 

kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Tugas seorang hakim sangat berkaitan erat dengan berbagai paradigma keadilan 

yang berkembang di masyarakat. Mereka diharapkan mampu memberikan 

keputusan atau vonis yang objektif, adil, dan tidak memihak, terutama dalam 

menangani perkara yang melibatkan hak-hak dasar warga negara. Bagi masyarakat, 

khususnya para pencari keadilan (justitiabelen), hakim menjadi harapan terakhir 

untuk memperoleh keadilan yang substansial. 

Pada prinsipnya, hakim memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menilai 

berbagai aspek dalam menentukan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa. Penilaian tersebut mencakup unsur-unsur yang dapat memperberat 

maupun meringankan hukuman, baik yang secara tegas diatur dalam peraturan 

perundang-undangan maupun yang berasal dari pertimbangan yuridis lainnya. 

Faktor-faktor yang dapat meringankan, misalnya, meliputi aspek subjektif seperti 

adanya rasa penyesalan dari terdakwa, sikap kooperatif selama proses penyidikan, 

atau keadaan keluarga terdakwa yang membutuhkan perhatian khusus. Sebaliknya, 

faktor-faktor yang dapat memperberat hukuman antara lain adalah pengulangan 

tindak pidana, besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan bagi korban atau 

masyarakat, serta adanya unsur perencanaan yang matang dalam pelaksanaan 

kejahatan tersebut. 

Kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan sebagai bentuk independensi 

institusional atau struktural. Dalam konteks yang lebih luas, independensi peradilan 

juga mencakup aspek individual atau personal, yang terbagi menjadi dua jenis 

utama. Pertama, terdapat independensi personal, yaitu kebebasan seorang hakim 

dari pengaruh atau tekanan rekan-rekan sejawatnya dalam lingkungan peradilan. 
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Kedua, terdapat independensi substantif, yang merujuk pada kebebasan hakim dari 

campur tangan pihak mana pun dalam proses pengambilan keputusan perkara, baik 

dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun dari pihak-pihak yang berperkara. 

Independensi ini menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara harus semata-mata berlandaskan pada fakta persidangan, 

alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hati 

nuraninya.2 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi 

kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada 

pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang 

dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil 

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, 

yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana 

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan 

datang3 

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian 

diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pencurian yang 

disertai kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian 

dengan kekerasan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap harta benda. 

Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam kasus ini bertujuan untuk 

mempermudah pelaksanaan pencurian, mempersiapkan kondisi agar pencurian 

dapat berjalan lancar, atau memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan 

diri jika tertangkap, sehingga barang hasil curian tetap dapat dikuasai oleh pelaku. 

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian 

biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan 

kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan 

yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya 

 
2 J.Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, dalam 

Luhut Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc, (Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia), Fakultas pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 189. 
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 109 
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menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat 

atau bahkan kematian bagi korban. 4 Seperti yang diketahui oleh masyarakat, tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan marak terjadi, baik di kota-kota besar maupun 

di berbagai wilayah kecamatan di seluruh Indonesia. Seiring dengan meningkatnya 

kepadatan penduduk, pesatnya perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, 

serta bertambahnya jumlah penduduk, maka berbagai permasalahan sosial turut 

bermunculan. Kondisi tersebut secara langsung berkontribusi pada munculnya 

permasalahan yang rumit, termasuk meningkatnya kasus pencurian dengan 

kekerasan yang tidak jarang menyebabkan kerugian besar, baik dalam bentuk harta 

benda maupun korban jiwa. 

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dapat memberikan 

dampak negatif yang serius bagi kehidupan masyarakat. Kejahatan jenis ini tidak 

hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merusak rasa aman dan tenteram 

di tengah masyarakat. Selain itu, pencurian dengan kekerasan sering kali 

menimbulkan kerugian yang signifikan, baik dalam bentuk kerugian fisik seperti 

luka-luka atau trauma psikologis pada korban, maupun kerugian materiel berupa 

hilangnya harta benda yang bernilai. Kejahatan pada dasarnya merupakan refleksi 

dari dinamika sosial dalam masyarakat, dan pencurian dengan kekerasan menjadi 

salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan karena dampaknya yang luas 

dan kompleks. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, 

tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitar, menciptakan rasa takut, dan dapat 

menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

penanggulangan kejahatan semacam ini memerlukan perhatian serius dari seluruh 

elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan variasi dalam bentuk dan 

jenis yang terus berkembang, baik dari sisi jumlah kejadian (kuantitas) maupun dari 

segi dampak serta cara pelaksanaannya (kualitas). Meningkatnya intensitas 

kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang umum dijumpai, 

yaitu: 

 
4 Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi 

Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm 35 
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1. Faktor ekonomi  

2. Faktor Pendidikan yang rendah  

3. Faktor mental  

4. Faktor mengendurnya ikatan sosial. 5 

 

P.A.F Lamintan dan Jisman Samosir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

pencurian dengan kekerasan atau pemberatan ialah Perbuatan pencurian yang 

mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, 

dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya 

menjadi diperberat.6 Seperti pada salah satu kasus di bawah ini:  Pada hari Jumat, 

tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada 

suatu waktu dalam bulan November 2022, Terdakwa yang bernama Riko bin 

Sulaiman, seorang laki-laki, lahir pada tanggal 8 Mei 1997, berusia 25 tahun, dan 

beragama Islam, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 

Terdakwa dengan sengaja mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang 

lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pencurian tersebut 

dilakukan dengan cara yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan terhadap korban, dengan tujuan untuk mempermudah 

terjadinya pencurian, mempertahankan barang hasil pencurian, atau untuk 

melarikan diri setelah pencurian dilakukan.   

Pada hari tersebut, Terdakwa Riko bin Sulaiman bersama dengan saksi Ido 

Tertbittian Bin Krusman (dituntut dalam berkas terpisah) mereka pergi kearah 

tanjung senang dan melihat ada BRI Link sehingga mereka berfikiran jahat untuk 

melakukan perampokan yang langsung menghampiri BRI Link tersebut dan 

menemui penjaga BRI yaitu saksi Wayan Andri Laksana dan saksi Leni Oktavia 

untuk berpura-pura menanyai apakah Pelaku bisa mearik sejumlah uang dengan 

nominal Rp. 10.000.000 pada BRI Link tersebut, lalu penjaga menjawab bahwa 

bisa untuk menarik sesui jumlah nominal yang diinginkan oleh Pelaku. Setelah itu, 

Pelaku langsung pergi untuk mempersiapkan aksi nya pada pukul 18.30 mereka 

kembali lagi dan langsung menghampiri BRI Link tersebut meminta duit yang ada 

 
5 Eddy Supratman, Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan), 

Jurnal Rectum, Vol. 3, No 2 Tahun 2021, hlm. 289-298 
6 P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak 

Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik. Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67 
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sembari mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api tersebut kepada 

karywan BRI Link, dan karyawan tersebut mengeluarkan duit yang tersimpan.  Aksi 

pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kekerasan meraup uang sejumlah 

Rp. 17.800.000 yang kemudian dibagi dengan rekannya.  Pada kasus yang telah 

dijelaskan tersebut, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk membuktikan 

suatu proses pembuktian dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas 

suatu perbuatan pidana, diperlukan penerapan prinsip dan prosedur pembuktian 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh 

dijatuhi pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, 

pembuktian dalam hukum pidana bukan sekadar mencari kebenaran formal, 

melainkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang mencerminkan peristiwa yang 

sesungguhnya terjadi.  

 

Saat proses peradilan, terdakwa mengakui keterlibatannya namun tidak 

menghadirkan penasihat hukum untuk mendampinginya. Dengan begitu, Majelis 

Hakim tetap dalam putusannya menyatakan bahwa semua unsur delik telah 

terpenuhi. Pembuktian tidak hanya mengandalkan satu alat bukti tunggal, 

melainkan disusun secara kombinatif, mencakup keterangan saksi korban, 

keterangan pelaku lain, CCTV, dan pengakuan terdakwa sendiri. Inilah yang 

dikenal sebagai pembuktian alternatif, yaitu metode pembuktian yang membentuk 

keyakinan hakim melalui akumulasi bukti yang saling mendukung. Pembuktian 

seperti keterangan dari saksi korban, yakni pegawai BRI Link, secara tegas 

menyatakan bahwa terdakwa bersama rekannya menodongkan senjata api dan 

mengambil uang dari laci. Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh pengakuan 

pelaku lainnya, serta bukti rekaman CCTV yang menunjukkan secara visual 

peristiwa tersebut.  

 

Hal-hal tersebut telah masuk kedalam kategori pembuktian alternatif yang dimana 

telah menjadi alat bantu penting untuk mencapai keadilan yang tidak semata-mata 

berdasarkan prosedur hukum saja tetapi juga kebenaran fakta yang ada.  
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Pembuktian alternatif menjadi solusi ketika alat bukti utama tidak cukup kuat atau 

tidak tersedia dalam bentuk fisik yang lengkap, seperti visum atau saksi ahli. Hal 

ini menjadikan pembuktian dalam perkara pidana lebih adaptif.  Pada sistem 

pembuktian hukum acara pidana Indonesia, prinsip bebas namun sah sangat 

dijunjung tinggi. Hakim bebas menilai alat bukti asalkan sah menurut undang-

undang, dan keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan logis dan 

bertanggung jawab.7 Dari latar berlakang masalah di atas maka dianggap perlu 

untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul “Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan 

Pembuktian Alternatif (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk).  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif pada Putusan 

Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk?  

b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana 

terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 

159/Pid.B/2023/Pn Tjk? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam 

bidang ilmu hukum pidana mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Pada 

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pencuriang 

Dengan Kekerasan serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan apakah telah memenuhi keadilan 

substantif. Ruang lingkup wilayah berada di Provinsi Lampung tepatnya 

Pengadilan Tanjung Karang pada tahun 2025.  

 
7 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 

hlm. 302–303. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian di atas adalah 

sebagai berikut:  

a.  Tujuan Umum  

1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif pada Putusan 

Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk. 

2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana 

terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 

159/Pid.B/2023/Pn Tjk. 

 

b.  Tujuan Khusus   

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama 

pada lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung dan 

menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis 

yaitu sebagai berikut:  

a. Kegunaan secara Teoritis.  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang hukum serta penegakan hukum terhadap pelaku pencurian 

dengan kekerasan di Bandar Lampung. 

b. Kegunaan secara Praktis.  

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan 

diteliti agar dijalankan secara baik dan benar oleh penegak hukum untuk 

mempertahankan kredibilitasnya.  
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1.  Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai anggapan, pandangan, 

metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis. Kerangka ini 

bertindak sebagai panduan atau landasan bagi penelitian atau penulisan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 8 

a.  Teori Pertanggungjawaban pidana  

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan 

apakah seorang terdakwa layak dikenai hukuman atas tindak pidana yang 

dilakukannya, atau justru harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Roeslan 

mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari adanya celaan 

objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif memenuhi kriteria 

untuk dijatuhi pidana. Celaan objektif berarti bahwa perbuatan yang dilakukan 

benar-benar merupakan pelanggaran hukum. Sementara itu, celaan subjektif 

berkaitan dengan pelaku yakni apakah ia secara pribadi dapat dicela karena telah 

melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, apabila pelaku tidak dapat dicela 

karena tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, maka pertanggungjawaban 

pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.9 

Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan erat dengan adanya perbuatan pidana, 

karena seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika 

ia belum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu. Untuk dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: 

1) Adanya kemampuan individu untuk bertanggung jawab secara hukum; 

2) Terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian; 

3) Tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan, seperti alasan 

pemaaf.10 

 

 

 

 
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.73. 
9 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 

Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21. 
10 Ibid 
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Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana merupakan 

kondisi di mana seseorang yang melakukan tindak pidana harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Sementara itu, 

Moeljatno menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana apabila mengandung unsur-unsur berupa perbuatan manusia, dilarang atau 

diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan 

dengan adanya kesalahan, dan perbuatan tersebut dapat dimintai 

pertanggungjawaban.11 

 

b. Teori dasar Pertimbangan Hakim  

Putusan hakim dalam suatu perkara pidana merupakan tahapan akhir yang sangat 

krusial dan menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena melalui putusan 

tersebut ditentukan nasib terdakwa sekaligus ditegaskan wibawa hukum di tengah 

masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bertanggung jawab 

untuk menilai perkara berdasarkan aspek yuridis atau ketentuan hukum yang 

berlaku, seperti terpenuhinya unsur-unsur delik dan alat bukti yang sah, tetapi juga 

harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang turut mempengaruhi 

terwujudnya keadilan secara menyeluruh. Pertimbangan tersebut mencakup aspek 

sosiologis yang melihat dampak sosial dari putusan terhadap korban, pelaku, dan 

masyarakat luas, termasuk efek preventif maupun represifnya, serta aspek filosofis 

yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat sebagai landasan hakiki dari hukum itu sendiri.  Mempertimbangkan 

seluruh aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang dan proporsional, 

putusan hakim akan mencerminkan keadilan yang holistik dan substantif, yang 

tidak hanya sesuai dengan aturan hukum tertulis (legal justice), tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kepatutan, dan norma sosial yang 

berkembang dalam masyarakat.  

 

 

 

 
11 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 

2003, hlm.71 
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2. Konseptual  

Soeirjono Soeikanto meinjeilaskan dalam keirangka konseiptuial adalah suiatui struiktuir 

yang meingiluistrasikan huibuingan antara konseip-konseip speisifik yang meiruipakan 

seikuimpuilan makna yang teirkait deingan istilah yang seidang diteiliti, baik dalam 

peineilitian yang beirsifat normatif mauipuin eimpiris. 12 

a. Analisis meiruipakan suiatui uisaha uintuik meinyeileisaikan masalah meilaluii proseiduir 

ilmiah dan peinguijian, seihingga hasilnya dapat diteirima seibagai keibeinaran ataui 

soluisi atas peirmasalahan teirseibuit. Hasil dari analisis beirfuingsi seibagai jawaban 

ataui peinyeileisaian dari masalah yang dihadapi. 13 

b. Peirtangguingjawaban Pidana meiruipakan uinsuir yang sangat peinting dalam sisteim 

huikuim pidana. Konseip ini beirlandaskan asas keisalahan (asas cuilpabilitas), yang 

beirhuibuingan deingan prinsip keiseiimbangan monoduialistik: asas keisalahan yang 

meinceirminkan nilai keiadilan haruis diseijajarkan deingan asas leigalitas yang 

meinjamin keipastian huikuim. Meiskipuin pada dasarnya peirtangguingjawaban 

pidana didasarkan pada keisalahan, dalam keiadaan teirteintui dimuingkinkan puila 

peineirapan peirtangguingjawaban pidana peingganti (vicariouis liability) mauipuin 

peirtangguingjawaban yang keitat (strict liability). Contohnya, adanya keikeiliruian 

(eirror), baik keikeiliruian meingeinai fakta (eirror facti) mauipuin keikeiliruian 

meingeinai huikuim (eirror iuiris), meinuiruit konseip teirmasuik seibagai alasan peimaaf 

seihingga peilakui tidak dapat dipidana, keicuiali apabila keikeiliruian teirseibuit masih 

dapat dipeirtangguingjawabkan keipadanya.14 

c. Peirtimbangan hakim meiruipakan tahap kruisial dalam proseis peiradilan, di mana 

majeilis hakim meinilai dan meingeivaluiasi fakta-fakta yang teiruingkap seilama 

jalannya peirsidangan. Tahap ini meimiliki peiran peinting dalam meiwuijuidkan 

suiatui puituisan yang tidak hanya meinceirminkan rasa keiadilan, teitapi juiga 

meinjamin keipastian huikuim seirta meimbeirikan manfaat bagi para pihak yang 

teirlibat dalam peirkara. Oleih kareina itui, proseis peirtimbangan hakim haruis 

dilakuikan seicara teiliti, hati-hati, dan ceirmat. Jika peirtimbangan teirseibuit 

dilakuikan seicara seimbarangan ataui tidak meimeinuihi standar keihati-hatian, maka 

 
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hlm.3 
13 Lexy J.Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2005,  hlm. 54. 
14 Barda  Nawawi Arief, 2001 , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23. 
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beisar keimuingkinan puituisan yang dihasilkan akan cacat seicara huikuim dan dapat 

dibatalkan oleih peingadilan yang leibih tinggi, seipeirti Peingadilan Tinggi ataui 

Mahkamah Aguing.15 

d. Peilakui adalah individui yang meilakuikan suiatui peirbuiatan, teiruitama peirbuiatan 

yang beirteintangan deingan huikuim. Dalam ranah tindak pidana, peilakui keijahatan 

meiruijuik pada seiseiorang yang teilah meilakuikan tindakan meilawan huikuim dan 

keirap diseibuit seibagai peilanggar huikuim ataui peinjahat. Peirbuiatan teirseibuit bisa 

dilakuikan seicara seingaja mauipuin tanpa keiseingajaan, namuin teitap 

meingakibatkan teirjadinya peilanggaran teirhadap keiteintuian yang diatuir dalam 

peiruindang-uindangan. Deingan deimikian, peilakui dianggap beirtangguing jawab 

atas seigala konseikuieinsi huikuim yang muincuil akibat peirbuiatannya, yang seicara 

huikuim tidak dapat dibeinarkan ataui tidak dipeirboleihkan.16 

e. Keikeirasan dapat dipahami seibagai tindakan peinganiayaan, peinyiksaan, ataui 

peirlakuian yang tidak seimeistinya teirhadap seiseiorang. Istilah ini meincakuip seigala 

beintuik peirbuiatan keiras yang dilakuikan oleih individui mauipuin keilompok, yang 

beirpoteinsi meinimbuilkan luika, ceideira seiriuis, bahkan keimatian pada korban. 

Seilain itui, keikeirasan juiga dapat meinyeibabkan keiruisakan fisik seirta 

meinimbuilkan rasa tidak aman ataui peindeiritaan bagi orang yang 

meingalaminya.17 

f. Peincuirian meiruipakan peirbuiatan meingambil suiatui beinda yang seiluiruihnya ataui 

seibagian meiruipakan milik orang lain deingan tuijuian uintuik meinguiasai ataui 

meimilikinya seicara tidak sah. Tindakan ini dilakuikan tanpa izin peimilik dan 

beirteintangan deingan huikuim, seihingga meiruigikan pihak yang keihilangan hak 

atas beinda teirseibuit. Pada dasarnya, peincuirian meinganduing uinsuir keiseingajaan, 

kareina peilakui sadar bahwa beinda teirseibuit buikan miliknya namuin teitap 

meingambilnya deimi keiuintuingan pribadi ataui tuijuian teirteintui yang beirteintangan 

deingan keiteintuian huikuim.18 

 
15 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004), hlm. 140 
16 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 11. 
17 W.J.S Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 

425 
18 Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. 2016 Bandung: Refika 

Aditama. hlm78 
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g.  Peimbuiktian meiruipakan proseis dalam huikuim acara pidana mauipuin peirdata yang 

beirtuijuian uintuik meinuinjuikkan keibeinaran suiatui peiristiwa ataui tindakan meilaluii 

alat buikti yang sah meinuiruit uindang-uindang. Meilaluii proseis ini, hakim meinilai 

apakah suiatui peirbuiatan beinar-beinar teirjadi dan apakah teirdakwa ataui pihak yang 

beirpeirkara dapat dipeirtangguingjawabkan atas peiristiwa teirseibuit. Peimbuiktian 

meimiliki peiran peinting kareina meinjadi dasar bagi hakim dalam meingambil 

keipuituisan yang adil, objeiktif, seirta seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang 

beirlakui.19 

 

E. Sistematika Penulisan  

Uintuik meimpeirmuidah dalam meinganalisis, meinjabarkan dan meindapatkan 

gambaran seicara meinyeiluiruih teirkait isi peinuilisan peineilitian ini, maka hasil 

peineilitian ini akan disuisuin dalam format 5 (lima) bab. Adapuin sisteimatika 

peinyuisuinan peinuilisan skripsi ini adalah seibagai beirikuit:  

I. PENDAHULUAN  

Peinuilis akan meinguiraikan Latar Beilakang Masalah, Peirmasalahan dan Ruiang 

Lingkuip, Tuijuian dan Keiguinaan Peineilitian, Keirangka Konseiptuial dan Keirangka 

Teioritis, dan Sisteimatika Peinuilisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Peinuilis akan meinguiraikan, Peingeirtian Peirtangguingjawaban Pidana , Peingeirtian 

Tindak Pidana, Tindak Pidana Peincuirian Deingan Keikeirasan, Peimbuiktian Alteirnatif 

dalam Huikuim Pidana, Peingeirtian Peirtimbangan Hakim, dan Teiori Keiadilan. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Peinuilis akan meinguiraikan teintang peindeikatan masalah, suimbeir dan jeinis data, 

peineintuian narasuimbeir, proseiduir peinguimpuilan dan peingolahan data, seirta analisis 

data. 

 

 

 

 
19 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.2016 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Peinuilis akan meinjabarkan hasil peineilitan dan peimbahasan yang beirisi jawaban ataui 

peinjeilasan teintang apa yang meinjadi ruimuisan masalah yang seibeiluimnya 

diseibuitkan dalam Tinjauian Puistaka. 

 

V. PENUTUP  

Peinuilis akan meinguiraikan keisimpuilan yang diambil dari hasil peineilitian 

seibeiluimnya dan saran seibagai uisuilan dari peinuilis agar keideipannya dapat 

dipeirtimbangkan



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian dan Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

Konseip peirtangguingjawaban pidana pada dasarnya tidak seimata-mata beirkaitan 

deingan aspeik huikuim positif yang teirtuilis dalam peiratuiran peiruindang-uindangan, 

teitapi juiga meincakuip nilai-nilai moral, eitika, dan norma keisuisilaan yang hiduip seirta 

beirkeimbang dalam masyarakat. Peirtangguingjawaban pidana meinsyaratkan adanya 

peirbuiatan yang meilawan huikuim seikaliguis adanya keisalahan pada diri peilakui, dan 

uinsuir keisalahan teirseibuit meimiliki dimeinsi moral kareina beirkaitan deingan dapat 

ataui tidaknya seiseiorang diceila atas peirbuiatannya.20 

 

Neigara pada prinsipnya hanya layak meinjatuihkan pidana keipada orang yang seicara 

sadar, mampui beirtangguing jawab, dan meimiliki keiheindak beibas dalam meilakuikan 

peirbuiatan yang dilarang, seihingga teirhadap meireika yang tidak mampui beirtangguing 

jawab seicara psikis, beirada dalam keiadaan teirpaksa, ataui meilakuikan peimbeilaan 

teirpaksa, peirtangguingjawaban pidana dapat dikeisampingkan. Seilain itui, dalam 

praktik peiradilan, hakim tidak hanya meinilai teirpeinuihinya uinsuir-uinsuir deilik seicara 

formal, teitapi juiga meimpeirtimbangkan rasa keiadilan yang hiduip dalam masyarakat, 

dampak sosial dari peirbuiatan, seirta kondisi pribadi peilakui, seihingga peilaksanaan 

peirtangguingjawaban pidana dapat teirwuijuid seicara adil, proporsional, dan seilaras 

deingan prinsip keiadilan yang beirkeimbang dalam keihiduipan sosial.21 

 

 

 

 

 

 

 
20 Hanafi & Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.16.  
21 Ibid, hlm.17. 
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Roeislan Saleih meingeimuikakan bahwa peirtangguingjawaban pidana meiruipakan 

keilanjuitan dari ceilaan objeiktif yang meileikat pada suiatui peirbuiatan pidana, di mana 

peilakui seicara suibjeiktif teilah meimeinuihi syarat uintuik dapat dijatuihi pidana atas 

peirbuiatannya teirseibuit, yang dimaksuid deingan ceilaan objeiktif ialah bahwa 

peirbuiatan yang dilakuikan beinar-beinar meiruipakan tindakan yang dilarang oleih 

huikuim. Hal ini dapat dikeitahuii meilaluii indikator bahwa peirbuiatan teirseibuit 

beirteintangan deingan huikuim, baik dalam konteiks huikuim formil mauipuin huikuim 

mateiriil.22 Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan beintuik tangguing jawab 

seiseiorang atas tindak pidana yang teilah dipeirbuiatnya. Peirtangguingjawaban ini 

muincuil kareina adanya peirbuiatan pidana yang dilakuikan oleih individui teirteintui. 

Seicara prinsip, peirtangguingjawaban pidana adalah meikanismei yang dirancang 

dalam sisteim huikuim pidana seibagai beintuik reispons teirhadap peilanggaran teirhadap 

norma huikuim yang seicara koleiktif diseipakati uintuik ditolak oleih masyarakat.23 

 

Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan beiban tangguing jawab yang dibeibankan 

keipada peilakui yang teilah meilakuikan peilanggaran huikuim pidana, seibagai dasar 

uintuik meinjatuihkan sanksi pidana. Seiseiorang dianggap dapat dimintai 

peirtangguingjawaban pidana apabila peirbuiatannya teirbuikti beirteintangan deingan 

huikuim. Namuin deimikian, keimampuian uintuik meimpeirtangguingjawabkan peirbuiatan 

teirseibuit dapat guiguir apabila teirdapat uinsuir teirteintui dalam diri peilakui yang 

meinyeibabkan hilangnya keimampuian uintuik beirtangguing jawab seicara huikuim. Pada 

sisteim common law, peirtangguingjawaban pidana seilalui dikaitkan deingan uinsuir 

meins reia dan proseis peimidanaan (puinishmeint). Peirtangguingjawaban pidana 

meimiliki dimeinsi sosial, yakni beirpeiran seibagai sarana peingeindalian sosial di 

masyarakat.  

Fuingsi peirtangguingjawaban ini teirleitak pada keimampuiannya uintuik meiwuijuidkan 

peinjatuihan pidana deimi meinceigah teirjadinya tindak pidana di teingah masyarakat. 

peirtangguingjawaban pidana sangat eirat kaitannya deingan meins reia, yaitui kondisi 

meintal teirteintui yang meinuinjuikkan adanya keisalahan dalam pikiran peilakui (a guiilty 

 
22 Roeslan Saleh, dkk, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: 

PT Rajawali Press, 2015, hlm.21. 
23 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.70. 
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mind). Istilah guiilty mind ini meinceirminkan adanya keisalahan yang beirsifat 

suibjeiktif, artinya seiseiorang dianggap beirsalah kareina dalam dirinya teirdapat niat 

ataui keiheindak jahat saat meilakuikan peirbuiatan pidana.  Apabila seiseiorang teirbuikti 

meimiliki keisalahan seicara meintal, maka ia dapat dimintai peirtangguingjawaban 

pidana dan layak uintuik dipidana. Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) 

tidak seicara eiksplisit meingatuir sisteim peirtangguingjawaban pidana yang dianuit. 

Beibeirapa keiteintuian dalam KUiHP meinyeibuitkan uinsuir keisalahan, baik beiruipa 

keiseingajaan mauipuin keialpaan, namuin uindang-uindang tidak meimbeirikan deifinisi 

normatif atas keiduia beintuik keisalahan teirseibuit. Keitiadaan peinjeilasan teirseibuit 

meinyeibabkan peimaknaan uinsuir keisalahan meiruijuik pada inteirpreitasi atas keiteintuian 

pasal-pasal yang ada. Beirdasarkan keiteintuian dalam KUiHP, uinsuir keisalahan beiruipa 

keiseingajaan mauipuin keialpaan teirkanduing dalam ruimuisan deilik dan meinjadi bagian 

yang haruis dibuiktikan di hadapan peingadilan.24 

Pada kamuis huikuim teirdapat duia istilah yang meiruijuik pada konseip 

peirtangguingjawaban, yaitui liability dan reisponsibility. Istilah liability meimiliki 

cakuipan yang luias dalam bidang huikuim dan diguinakan uintuik meinuinjuikkan 

beirbagai beintuik risiko ataui tangguing jawab, baik yang beirsifat pasti, beirgantuing, 

mauipuin yang masih muingkin teirjadi. Hal ini meincakuip seiluiruih aspeik hak dan 

keiwajiban, baik yang aktuial mauipuin poteinsial, seipeirti keiruigian, ancaman, tindak 

pidana, biaya, ataui kondisi yang meinimbuilkan keiwajiban uintuik meinaati huikuim. 

Seimeintara itui, reisponsibility meinganduing makna seibagai suiatui beintuik tangguing 

jawab atas keiwajiban teirteintui, yang meilibatkan uinsuir peinilaian, keiahlian, 

keimampuian, dan keicakapan, seirta meincakuip puila keiwajiban uintuik beirtindak seisuiai 

deingan huikuim yang beirlakui. 

Pada praktiknya, istilah liability uimuimnya diguinakan uintuik meinuinjuikkan 

peirtangguingjawaban seicara huikuim, yaitui keiwajiban meingganti keiruigian ataui 

meinangguing akibat dari suiatui keisalahan yang dilakuikan oleih suibjeik huikuim. 

Seibaliknya, istilah reisponsibility leibih seiring diguinakan dalam konteiks 

peirtangguingjawaban politik, yang beirkaitan deingan keiwajiban moral ataui 

 
24 Hanafi Amrani & Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 

hlm.52. 
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administratif teirhadap keibijakan ataui tindakan yang diambil.25 Seitiap orang dalam 

huikuim pidana yang meilakuikan peilanggaran ataui tindak pidana hanya dapat 

dimintai peirtangguingjawaban apabila meimeinuihi asas-asas dasar huikuim pidana. 

Salah satui asas fuindameintal dalam huikuim pidana adalah asas nuilluim deilictuim nuilla 

poeina sinei praeivia leigei yang dikeinal seibagai asas leigalitas. Asas ini meiruipakan 

prinsip pokok dalam peinjatuihan pidana, yang pada hakikatnya meineigaskan bahwa 

seiseiorang tidak dapat dipidana tanpa adanya keisalahan. Asas leigalitas beirkaitan eirat 

deingan konseip peirtangguingjawaban pidana, yakni bahwa seiseiorang hanya dapat 

dimintai peirtangguingjawaban atas peirbuiatan yang dilakuikannya apabila peirbuiatan 

teirseibuit meinganduing uinsuir keisalahan dan meilanggar keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan.  

Peirtangguingjawaban pidana hanya dapat dibeibankan keipada seiseiorang apabila 

peirbuiatan yang dilakuikan teilah seicara teigas diatuir seibagai tindak pidana dalam 

huikuim positif. Asas leigalitas meinganduing makna bahwa tidak ada peirbuiatan yang 

dapat dilarang dan diancam deingan pidana keicuiali teilah diteintuikan teirleibih dahuilui 

dalam suiatui peiratuiran peiruindang-uindangan. Konseikuieinsinya, seiseiorang tidak 

dapat dijatuihi pidana ataui dimintai peirtangguingjawaban atas suiatui peirbuiatan 

apabila keiteintuian huikuim yang meingatuirnya barui lahir seiteilah peirbuiatan teirseibuit 

dilakuikan. Seilain itui, dalam meineintuikan adanya suiatui tindak pidana, peinafsiran 

analogi ataui peingguinaan istilah kiasan tidak dipeirkeinankan, seirta keiteintuian huikuim 

pidana tidak dapat dibeirlakuikan seicara suiruit.26 

Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan meikanismei uintuik meineintuikan apakah 

seiseiorang haruis dibeibaskan ataui dijatuihi pidana atas suiatui tindak pidana yang teilah 

teirjadi. Uintuik meinyatakan bahwa seiseiorang dapat dimintai peirtangguingjawaban 

pidana, teirdapat seijuimlah uinsuir yang haruis dipeinuihi. Uinsuir-uinsuir teirseibuit meinjadi 

dasar dalam meinilai layak ataui tidaknya seiseiorang dibeibani tangguing jawab atas 

peirbuiatannya. 

 

 

 
25 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335.  
26 Ibid, hlm.336 



19 

 

1. Adanya tindak pidana 

Uinsuir peirbuiatan meiruipakan eileimein fuindameintal dalam peirtangguingjawaban 

pidana. Seiseiorang tidak dapat dipidana apabila tidak teirbuikti meilakuikan suiatui 

peirbuiatan. Seilain itui, peirbuiatan yang dilakuikan haruis meiruipakan peirbuiatan 

yang dilarang oleih peiratuiran peiruindang-uindangan. Keiteintuian ini seijalan deingan 

asas leigalitas yang dianuit dalam huikuim pidana, yaitui nuilluim deilictuim nuilla 

poeina sinei praeivia leigei poeinali, yang beirarti bahwa suiatui peirbuiatan tidak dapat 

dipidana apabila beiluim ada uindang-uindang ataui keiteintuian huikuim yang teirleibih 

dahuilui meingatuir larangan teirhadap peirbuiatan teirseibuit.27 Huikuim pidana 

Indoneisia meinitikbeiratkan pada adanya peirbuiatan yang beirsifat konkreit ataui 

nyata, yaitui peirbuiatan yang dapat diamati dan dibuiktikan seicara lahiriah. Prinsip 

ini seijalan deingan asas cogitationis poeinam neimo patituir, yang meineigaskan 

bahwa tidak seiorang puin dapat dipidana hanya kareina apa yang ada dalam 

pikirannya tanpa adanya peirwuijuidan dalam beintuik peirbuiatan nyata.28 

2. Uinsuir Keisalahan 

Keisalahan, yang dalam istilah asing dikeinal seibagai schuild, meiruipakan keiadaan 

psikologis seiseiorang yang beirkaitan deingan peirbuiatan yang dilakuikannya, 

seideimikian ruipa seihingga beirdasarkan keiadaan teirseibuit peilakui patuit diceila atas 

peirbuiatannya. Dalam konteiks ini, peingeirtian keisalahan diguinakan dalam arti 

yang luias.29 Dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP), istilah 

keisalahan keirap diguinakan dalam arti seimpit, yakni meiruijuik pada keialpaan, 

seibagaimana teirceirmin dalam peiruimuisan keiteintuian Pasal 359 dan Pasal 360 

KUiHP yang meingguinakan istilah dalam bahasa Beilanda. Seicara konseiptuial, 

keisalahan dapat dipahami baik dalam arti psikologis mauipuin normatif. 

Keisalahan dalam arti psikologis beirkaitan deingan kondisi batin teirdalam 

seiseiorang, yakni apa yang dipikirkan dan dirasakan oleih peilakui pada saat 

meilakuikan peirbuiatan. Namuin, beintuik keisalahan ini suilit uintuik dibuiktikan 

kareina beirsifat inteirnal dan tidak beirwuijuid nyata. Keisalahan psikologis tidak 

muidah dijadikan dasar dalam peimbuiktian huikuim pidana. Dalam praktik huikuim 

 
27 Moeljalento, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm-25 
28 Frans Maramis, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 

2012, hlm-85 
29 Ibid, hlm-114 
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pidana di Indoneisia, konseip keisalahan yang diguinakan adalah keisalahan dalam 

arti normatif. Keisalahan normatif meiruipakan peinilaian teirhadap peirbuiatan 

seiseiorang dari suiduit pandang orang lain beirdasarkan norma-norma huikuim 

pidana yang beirlakui. Peinilaian ini dilakuikan uintuik meineintuikan apakah suiatui 

peirbuiatan meinganduing uinsuir keiseingajaan (doluis) ataui keialpaan (cuilpa).30 

a) Keiseingajaan 

Dalam sisteim huikuim pidana Indoneisia, seibagian beisar tindak pidana 

diruimuiskan deingan meinsyaratkan adanya uinsuir keiseingajaan (opzeitteilijk), 

buikan seimata-mata keialpaan (cuilpa). Hal ini didasarkan pada pandangan 

bahwa peilakui yang meilakuikan peirbuiatan pidana deingan keiheindak sadar dan 

niat yang diseingaja leibih layak uintuik dimintai peirtangguingjawaban pidana. 

Uinsuir keisalahan yang beirsifat seingaja meineimpati posisi seintral dalam 

peirtangguingjawaban pidana. Dalam peimbuiktian uinsuir keiseingajaan, tidak 

disyaratkan uintuik meimbuiktikan bahwa peilakui meingeitahuii seicara eiksplisit 

bahwa peirbuiatannya dilarang ataui diancam pidana oleih uindang-uindang, 

mauipuin bahwa peirbuiatan teirseibuit seicara moral dipandang seibagai peirbuiatan 

jahat.  Cuikuip dibuiktikan bahwa peilakui meingheindaki peirbuiatan teirseibuit dan 

meinyadari akibat yang muingkin timbuil dari peirbuiatannya. Hal ini seijalan 

deingan asas fiksi huikuim yang meinyatakan bahwa seitiap orang dianggap 

meingeitahuii huikuim, seihingga tidak dapat dijadikan alasan peimbeinar ataui 

peimaaf bahwa peilakui tidak meingeitahuii adanya larangan huikuim atas 

peirbuiatan yang dilakuikannya. 31 

Konseip keiseingajaan teilah beirkeimbang meilaluii doktrin dan yuirispruideinsi, 

seihingga dalam praktik huikuim pidana dikeinal beibeirapa beintuik keiseingajaan. 

Salah satui beintuik teirseibuit adalah keiseingajaan seibagai maksuid (opzeit als 

oogmeirk). Dalam keiseingajaan seibagai maksuid, peilakui seicara nyata 

meingheindaki (willeins) dan meingeitahuii (weiteins) peirbuiatan beiseirta akibat 

yang ditimbuilkannya. Artinya, akibat dari peirbuiatan teirseibuit meimang 

meinjadi tuijuian uitama peilakui. Seibagai iluistrasi, apabila seiseiorang meirasa 

 
30 Ibid, hlm-115 
31 Ibid, hlm-121 
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dipeirmaluikan oleih pihak lain seihingga timbuil niat balas deindam, keimuidian 

peilakui meireincanakan uintuik meinceilakai korban deingan meimbawa seinjata 

tajam dan meinuisuik korban hingga meininggal duinia, maka peirbuiatan teirseibuit 

dapat dikuialifikasikan seibagai keiseingajaan seibagai maksuid. Dalam hal ini, 

baik tindakan peinuisuikan mauipuin akibat beiruipa keimatian korban meiruipakan 

hasil yang seicara sadar dikeiheindaki oleih peilakui.32 

Keiseingajaan dalam beintuik ini teirjadi keitika peilakui tidak seicara langsuing 

meinjadikan akibat teirteintui seibagai tuijuian uitama dari peirbuiatannya, teitapi 

meinyadari bahwa akibat teirseibuit meiruipakan konseikuieinsi yang tidak dapat 

dihindari uintuik meincapai tuijuian lain. Peilakui meingheindaki peirbuiatannya, 

namuin tidak meingheindaki akibat yang ditimbuilkan, meiskipuin ia meingeitahuii 

bahwa akibat teirseibuit meiruipakan keiharuisan dalam rangka meincapai tuijuian 

yang diinginkan. Seibagai contoh, seiseiorang beirniat meingambil seibuiah tas 

yang beirada di balik eitalasei toko. Uintuik meincapai tuijuian teirseibuit, peilakui 

haruis meimeicahkan kaca eitalasei. Dalam hal ini, peicahnya kaca buikanlah 

tuijuian uitama peilakui, meilainkan konseikuieinsi yang disadari dan diteirima 

seibagai langkah yang dipeirluikan uintuik meincapai tuijuian lain. Keiseingajaan 

meiruisak kaca teirseibuit dikuialifikasikan seibagai keiseingajaan deingan 

keisadaran akan adanya keiharuisan.33 

Keiseingajaan seibagai keimuingkinan teirjadi apabila peilakui tidak seicara 

langsuing meingheindaki timbuilnya akibat teirteintui dari peirbuiatannya, namuin 

seibeiluimnya teilah meinyadari bahwa akibat teirseibuit sangat muingkin teirjadi 

seibagai konseikuieinsi dari tindakan yang dilakuikannya. Deingan kata lain, 

peilakui meimiliki keisadaran inteileiktuial meingeinai adanya risiko ataui 

keimuingkinan teirjadinya akibat yang dilarang oleih huikuim, teitapi teitap 

meilanjuitkan peirbuiatannya deingan sikap batin meineirima ataui meinyeituijuii 

keimuingkinan teirseibuit. Dalam beintuik keiseingajaan ini, uinsuir keiheindak tidak 

diarahkan seicara teigas pada akibat, meilainkan teirceirmin dari sikap 

meimbiarkan apabila akibat itui beinar-beinar teirjadi. Oleih kareina itui, doluis 

 
32 Ibid, hlm-122 
33 Ibid, hlm-123 
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eiveintuialis beirada di antara keiseingajaan seibagai tuijuian (doluis direictuis) dan 

keialpaan (cuilpa), kareina peilakui buikan seikadar lalai, meilainkan teilah 

meinyadari risiko yang nyata namuin teitap meingambilnya. Seibagaimana 

dikeimuikakan oleih Schaffmeiisteir, contoh dari beintuik keiseingajaan ini adalah 

seiorang peingeimuidi yang teitap meimacui keindaraannya kei arah peituigas 

keipolisian yang seidang meimbeirikan tanda beirheinti; peingeimuidi teirseibuit 

seibeinarnya tidak meingheindaki agar peituigas teirtabrak, teitapi ia meinyadari 

bahwa akibat teirseibuit dapat saja teirjadi ataui seitidaknya peituigas haruis 

meilompat meinghindar, dan deingan teitap meilajui ia meineirima keimuingkinan 

timbuilnya akibat yang beirbahaya teirseibuit.34 

b) Keialpaan (Cuilpa) 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana tidak meimbeirikan deifinisi seicara 

eiksplisit meingeinai keialpaan. Uintuik meimahami konseip keialpaan dipeirluikan 

ruijuikan pada peindapat para sarjana huikuim pidana. Moeiljatno meinyatakan 

bahwa keialpaan meiruipakan suiatui konstruiksi yang beirsifat kompleiks 

(geicompliceieird), kareina di satui sisi beirkaitan deingan peirbuiatan konkreit yang 

dilakuikan oleih seiseiorang, dan di sisi lain beirhuibuingan deingan keiadaan batin 

peilakui. Keialpaan dapat dibeidakan kei dalam duia beintuik, yaitui keialpaan yang 

disadari dan keialpaan yang tidak disadari.35 

Keialpaan yang disadari (beiwuistei cuilpa ataui alpa) teirjadi keitika peilakui 

meinyadari adanya risiko ataui keimuingkinan timbuilnya akibat yang meiruigikan 

dari peirbuiatannya, namuin teitap meilakuikan peirbuiatan teirseibuit deingan 

harapan bahwa akibat buiruik teirseibuit tidak akan teirjadi. Dalam hal ini, peilakui 

seicara sadar meingambil risiko atas peirbuiatannya. Seibaliknya, keialpaan yang 

tidak disadari (onbeiwuistei cuilpa ataui lalai) teirjadi apabila peilakui tidak 

meinyadari adanya risiko ataui akibat buiruik yang muingkin timbuil dari 

peirbuiatannya. Keitidaksadaran teirseibuit dapat diseibabkan oleih kuirangnya 

peirtimbangan, keitidakceirmatan, ataui keileingahan peilakui teirhadap 

keimuingkinan teirjadinya akibat yang dilarang oleih huikuim pidana. Dalam 

 
34 Ibid, hlm-124-125 
35 Moeljalento, Op.Cit, hlm.33 
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kondisi ini, apabila peilakui meimikirkan teirleibih dahuilui akibat dari 

peirbuiatannya, maka peirbuiatan teirseibuit tidak akan dilakuikan. Deingan 

deimikian, peirbeidaan antara keialpaan yang disadari dan yang tidak disadari 

teirleitak pada keisadaran peilakui teirhadap risiko dari peirbuiatannya, baik dalam 

beintuik peineirimaan risiko deingan harapan akibat buiruik tidak teirjadi mauipuin 

dalam beintuik keitidaksadaran akibat keilalaian beirpikir ataui kuirang keihati-

hatian.36 

3.  Adanya Peilakui yang Mampui Beirtangguing Jawab 

Keimampuian beirtangguing jawab beirkaitan eirat deingan kondisi psikis peilakui dan 

meiruipakan salah satui uinsuir peinting dalam peirtangguingjawaban pidana. Uinsuir 

ini meinjadi dasar dalam meineintuikan apakah seiseiorang dapat dijatuihi pidana atas 

peirbuiatan yang dilakuikannya. Keimampuian beirtangguing jawab haruis dinilai dan 

dibuiktikan oleih hakim dalam proseis peiradilan. Andi Zainal Abidin 

meingeimuikakan bahwa seibagian beisar peiratuiran peiruindang-uindangan 

meiruimuiskan syarat keisalahan seicara neigatif. Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP) tidak meingatuir seicara eiksplisit meingeinai keimampuian 

beirtangguing jawab, meilainkan juistrui meingatuir keiadaan seibaliknya, yaitui 

kondisi keitidakmampuian beirtangguing jawab. Keiteintuian meingeinai hal teirseibuit 

diatuir dalam Pasal 44 KUiHP.37 

Pasal 44 KUiHP meinyatakan bahwa seiseiorang yang meilakuikan peirbuiatan pidana 

tidak dapat dipeirtangguingjawabkan apabila peirbuiatannya dilakuikan dalam 

keiadaan jiwa yang cacat dalam peirtuimbuihannya (geibreikkigei ontwikkeiling) ataui 

teirganggui kareina peinyakit jiwa. Beirdasarkan keiteintuian Pasal 44 KUiHP teirseibuit, 

keitidakmampuian beirtangguing jawab dapat teirjadi apabila dalam diri peilakui 

teirdapat kondisi teirteintui, yaitui peirtama, adanya cacat meintal yang dialami seijak 

masa peirtuimbuihan seihingga meimeingaruihi keimampuian peilakui uintuik 

meimbeidakan antara peirbuiatan yang baik dan buiruik; dan keiduia, adanya 

gangguian keijiwaan yang diseibabkan oleih suiatui peinyakit, seihingga fuingsi akal 

peilakui tidak beikeirja seicara optimal ataui bahkan tidak beirfuingsi sama seikali 

 
36 Ibid, hlm. 35-36 
37 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007,  hlm-260 
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dalam meinilai baik dan buiruik suiatui peirbuiatan.  Hal ini didasarkan pada 

peirtimbangan psikologis bahwa pada uisia teirteintui seiseiorang beiluim meimiliki 

keimatangan meintal uintuik meimahami seicara peinuih konseikuieinsi dari 

peirbuiatannya, teirmasuik keimampuian meimbeidakan antara peirbuiatan yang beinar 

dan yang salah. Apabila anak pada uisia teirteintui meilakuikan tindak pidana, 

peineirapan proseis pidana teirhadapnya beirpoteinsi meinimbuilkan gangguian 

psikologis yang dapat beirdampak pada peirkeimbangan meintalnya di masa 

deiwasa.38 

4. Tidak Adanya Alasan Peimaaf 

Dalam kondisi teirteintui, seiorang peilakui tindak pidana beirada dalam situiasi di 

mana ia tidak meimiliki alteirnatif lain seilain meilakuikan peirbuiatan yang seicara 

formil meimeinuihi uinsuir tindak pidana, meiskipuin peirbuiatan teirseibuit pada 

hakikatnya tidak dikeiheindaki. Dalam keiadaan deimikian, peilakui teitap haruis 

beirhadapan deingan proseis huikuim seibagai konseikuieinsi dari peirbuiatannya, 

meiskipuin peirbuiatan teirseibuit dilakuikan buikan atas keiheindaknya seindiri. Kondisi 

teirseibuit uimuimnya dipeingaruihi oleih faktor-faktor yang beirasal dari luiar diri 

peilakui.39 

Faktor-faktor eiksteirnal mauipuin kondisi batin teirteintui teirseibuit dapat 

meinyeibabkan peilakui tidak meimiliki keibeibasan uintuik beirtindak lain, seihingga 

keisalahan yang seiharuisnya meileikat pada dirinya meinjadi hapuis. Deingan 

deimikian, dalam konteiks peirtangguingjawaban pidana, peirlui teirleibih dahuilui 

dipastikan ada ataui tidaknya alasan peimaaf yang meileikat pada diri peilakui. 

Seilama beiluim dipastikan hal teirseibuit, peineintuian peirtangguingjawaban pidana 

teirhadap peilakui haruis ditangguihkan. Dalam keiadaan ini, meiskipuin peirbuiatan 

peilakui seicara normatif dapat diceila, namuin ceilaan teirseibuit tidak dapat 

dilanjuitkan dalam beintuik peimidanaan kareina peilakui beirada dalam situiasi yang 

meimaksanya uintuik beirtindak deimikian.40  

 
38 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group, 

2016,hlm-80 
39 Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana 

Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-116 
40 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 

2015, hlm-45 
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Dalam doktrin huikuim pidana dikeinal duia jeinis alasan peinghapuis pidana, yaitui 

alasan peimbeinar dan alasan peimaaf. Alasan peimbeinar meiruipakan alasan yang 

meinghapuis sifat meilawan huikuim dari suiatui peirbuiatan, seihingga peirbuiatan 

teirseibuit dipandang sah meinuiruit huikuim. Peirbeidaan ini meinuinjuikkan bahwa 

alasan peimbeinar beirfuingsi seibagai beintuik peimbeinaran atas peirbuiatan yang 

seicara formal meilanggar huikuim, seidangkan alasan peimaaf beiruijuing pada 

peimaafan teirhadap peilakui atas tindak pidana yang teilah dilakuikannya.41 

Peimbeilaan teirpaksa seibagaimana diatuir dalam Pasal 49 ayat (1) KUiHP 

meineitapkan syarat-syarat teirteintui yang meimuingkinkan suiatui peirbuiatan pidana 

dibeinarkan apabila dilakuikan uintuik meimpeirtahankan diri. Uindang-uindang 

seicara teigas meinsyaratkan adanya seirangan yang beirsifat seikeitika ataui 

meingancam seicara langsuing teirhadap tuibuih, keihormatan keisuisilaan, ataui harta 

beinda. Seirangan teirseibuit haruis beirsifat meilawan huikuim, seihingga peimbeilaan 

diri meinjadi suiatui keiharuisan. Peimbeilaan teirpaksa dimaknai seibagai tindakan 

peirlinduingan diri yang dilakuikan keitika teirdapat ancaman nyata yang seidang 

beirlangsuing ataui akan seigeira teirjadi.42 

Huikuim pidana juiga meingeinal alasan peinghapuisan pidana beiruipa peilaksanaan 

peiratuiran peiruindang-uindangan. Keiadaan ini teirjadi keitika seiseiorang dihadapkan 

pada keiwajiban huikuim teirteintui yang meingharuiskannya meilakuikan suiatui 

peirbuiatan seisuiai deingan keiteintuian uindang-uindang. Seibagai contoh, peituigas 

keipolisian beirweinang meingheintikan seiseiorang yang meilakuikan peilanggaran 

lalui lintas, namuin tidak dibeinarkan uintuik meingguinakan keikeirasan beirleibihan 

seipeirti meineimbak peilanggar teirseibuit.43 

Peilaksanaan peirintah jabatan yang sah juiga meiruipakan alasan peinghapuis 

pidana. Dalam konteiks ini, seiseiorang yang meilaksanakan peirintah jabatan yang 

sah tidak dapat dipidana, seipanjang peirintah teirseibuit dibeirikan oleih peijabat yang 

beirweinang dan dilaksanakan deingan cara yang patuit seirta seisuiai deingan huikuim. 

Dalam doktrin huikuim pidana, alasan peimaaf meilipuiti keiadaan tidak mampui 

 
41 ibid 
42 Schaffmeister dan Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1995, 

hlm- 59 
43 Ibid, hlm-67 
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beirtangguing jawab, adanya daya paksa, seirta peimbeilaan teirpaksa yang 

meilampauii batas. Keitidakmampuian beirtangguing jawab teilah dibahas 

seibeiluimnya dan beirkaitan deingan kondisi keijiwaan peilakui yang meinyeibabkan 

ia tidak dapat meimpeirtangguingjawabkan peirbuiatannya seicara pidana.44 

Daya paksa diatuir dalam Pasal 48 KUiHP, yang meinyatakan bahwa seiseiorang 

yang meilakuikan tindak pidana kareina dorongan daya paksa tidak dapat dipidana. 

Istilah “dorongan” meinuinjuikkan adanya teikanan psikologis yang meimeingaruihi 

keiheindak peilakui, baik yang timbuil seicara tiba-tiba mauipuin yang teilah 

beirlangsuing dalam jangka waktui teirteintui dan keimuidian meimuincak seihingga 

meindorong peilakui meilakuikan peirbuiatan pidana. Adapuin peimbeilaan teirpaksa 

yang meilampauii batas (noodweieir eixceiss) teirmasuik dalam kateigori alasan 

peimaaf. Beirbeida deingan peimbeilaan teirpaksa seibagai alasan peimbeinar, 

peimbeilaan teirpaksa meilampauii batas teitap dapat diceila seicara huikuim, namuin 

peilakui tidak dipidana kareina peirbuiatannya dilakuikan akibat keiguincangan jiwa 

yang heibat.  

Seibagai iluistrasi, seiseiorang yang seidang meimasak di dapuir keimuidian dihadapkan 

pada seiorang peincuiri yang meimbawa pisaui, lalui meilakuikan peimbeilaan deingan 

meinuisuik peilakui hingga meininggal duinia. Dalam kondisi teirseibuit, hakim haruis 

meinilai seicara ceirmat apakah peirbuiatan teirseibuit dapat dikeicuialikan dari 

peimidanaan kareina adanya alasan peimbeinar ataui juistrui meiruipakan alasan 

peimaaf.45 

Beirdasarkan uiraian meingeinai peingeirtian dan uinsuir-uinsuir peirtangguingjawaban 

pidana teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa peirtangguingjawaban pidana meiruipakan 

konseip fuindameintal dalam huikuim pidana yang tidak hanya beirorieintasi pada aspeik 

yuiridis seimata, teitapi juiga meimpeirtimbangkan dimeinsi moral, sosial, dan 

psikologis peilakui. Seiseiorang hanya dapat dimintai peirtangguingjawaban pidana 

apabila teirpeinuihi seicara kuimuilatif uinsuir adanya tindak pidana, adanya keisalahan 

dalam beintuik keiseingajaan ataui keialpaan, adanya keimampuian beirtangguing jawab, 

seirta tidak adanya alasan peimaaf. Keieimpat uinsuir teirseibuit saling beirkaitan dan 

 
44 Ibid  
45 Ibid 



27 

 

meinjadi tolok uikuir uitama dalam meineintuikan layak ataui tidaknya peinjatuihan 

pidana teirhadap peilakui. Keibeiradaan alasan peinghapuis pidana, khuisuisnya alasan 

peimaaf, meinuinjuikkan bahwa huikuim pidana tidak beirsifat kakui dan reipreisif seimata, 

meilainkan juiga meingakomodasi kondisi-kondisi teirteintui yang seicara manuisiawi 

dapat meinghapuiskan keisalahan peilakui. Meiskipuin suiatui peirbuiatan seicara formal 

meimeinuihi uinsuir tindak pidana dan beirsifat meilawan huikuim, peimidanaan teitap 

tidak dapat dijatuihkan apabila teirbuikti peilakui tidak meimiliki keibeibasan keiheindak 

ataui beirada dalam keiadaan yang meimaksanya uintuik beirtindak. 

Peirtangguingjawaban pidana pada hakikatnya beirfuingsi seibagai instruimein keiadilan, 

yang meimastikan bahwa pidana hanya dijatuihkan keipada meireika yang seicara 

objeiktif dan suibjeiktif patuit dipeirsalahkan atas peirbuiatannya seisuiai deingan prinsip-

prinsip huikuim pidana yang beirlakui. 

 

B. Pengertian Tindak Pidana  

Pada kajian huikuim pidana, teirdapat tiga peirmasalahan pokok yang meinjadi fokuis 

uitama. Keitiga masalah teirseibuit meilipuiti: tindak pidana dalam istilah asing dikeinal 

seibagai criminal act, strafbaar feiit, ataui deilik, peirtangguingjawaban pidana 

(criminal reisponsibility), seirta pidana dan peimidanaan itui seindiri. Keitiganya saling 

beirkaitan dan meimbeintuik inti dari sisteim huikuim pidana. Masalah tindak pidana 

meiruipakan aspeik meindasar kareina meinyangkuit tindakan ataui peirbuiatan yang 

dianggap meilanggar huikuim dan oleih kareina itui layak dikeinai sanksi pidana. Istilah 

ini tidak hanya meiruijuik pada peirbuiatan meilawan huikuim yang teilah diteitapkan 

dalam uindang-uindang, teitapi juiga eirat kaitannya deingan proseis kriminalisasi, yaitui 

proseis keitika suiatui peirbuiatan yang seibeiluimnya tidak dianggap seibagai tindak 

pidana keimuidian seicara huikuim diteitapkan seibagai tindak pidana.46 

Proseis kriminalisasi ini meiruipakan bagian dari keibijakan kriminal (criminal 

policy). Deingan kata lain, kriminalisasi meiruipakan tindakan neigara dalam 

meineitapkan peirbuiatan teirteintui yang awalnya neitral ataui bahkan diboleihkan, 

meinjadi peirbuiatan yang dilarang dan diancam deingan pidana. Ini dilakuikan deingan 

cara meinuiangkan ruimuisan larangan ataui peirintah dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan pidana. Simons meingeimuikakan bahwa tindak pidana meiruipakan 

 
46 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57. 
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peirbuiatan yang beirteintangan deingan huikuim, yang dilakuikan oleih seiseiorang baik 

seicara seingaja mauipuin kareina keilalaian, dan peilakui teirseibuit dapat dimintai 

peirtangguingjawaban atas peirbuiatannya. 47  Tindakan teirseibuit teilah seicara teigas 

diteitapkan oleih uindang-uindang seibagai suiatui peirbuiatan yang dapat dikeinai sanksi 

pidana. Deingan kata lain, suiatui peirbuiatan barui dapat dikuialifikasikan seibagai 

tindak pidana apabila meimeinuihi uinsuir meilawan huikuim, dilakuikan oleih peilakui 

yang meimiliki keisalahan, seirta seicara normatif teilah diatuir seibagai peirbuiatan yang 

dapat dihuikuim. Oleih kareina itui, tidak seimuia peirbuiatan yang meiruigikan ataui salah 

seicara moral dapat seirta-meirta diseibuit tindak pidana jika tidak meimeinuihi keiteintuian 

huikuim yang beirlakui. 

 

Moeiljatno meingatakan, huikuim pidana meiruipakan salah satui cabang huikuim di 

suiatui neigara yang meingadakan dasar dan atuiran uintuik meineintuikan peirbuiatan yang 

wajib dilakuikan dan dilarang dilakuikan dan ancaman sanksi pidana teirteintui bagi 

peilanggarnya. Moeiljatno juiga meinjeilaskan bahwa huikuim pidana meineintuikan 

kapan dan dalam hal apa larangan teirseibuit dapat dikeinakan sanksi pidana. 

Seidangkan, meinuiruit Simons huikuim pidana dalam arti objeiktif dideifinisikan 

seibagai keiseiluiruihan larangan dan peirintah yang oleih neigara dibeirikan 

keiseingsaraan bagi peilanggar huikuim pidana, keiseiluiruihan peiratuiran yang 

meineitapkan syarat peinjatuihan pidana, dan keiteintuian yang dijadikan dasar uintuik 

peinjatuihan dan peineirapan pidana 48 

 

Istilah tindak pidana meiruipakan teirjeimahan dari istilah dalam bahasa Beilanda 

"strafbaar feiit" ataui "deilict". Seicara harfiah, strafbaar feiit teirdiri dari tiga uinsuir 

kata, yaitui straf yang beirarti pidana, baar yang beirarti dapat ataui boleih, dan feiit 

yang beirarti peirbuiatan. Namuin, dalam peingguinaannya seicara keiseiluiruihan, istilah 

straf juiga keirap diteirjeimahkan seibagai "huikuim", meiskipuin dalam teirjeimahan 

uimuim, "huikuim" biasanya beirasal dari kata reicht. Hal ini meinuinjuikkan adanya 

keiceindeiruingan peinyamaan arti antara straf dan reicht dalam konteiks teirteintui.49 

 

 
47 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus,  Bandung: Sinar Baru, 1997, hlm. 185 
48 Moeljatno, Azaz-Azas Hukum Pidana, Bandung: Armico, 1983, hlm. 12. 
49 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69. 
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Kata baar dalam istilah teirseibuit meinganduing makna "dapat dikeinai" ataui "boleih 

dikeinai" seisuiatui, dalam hal ini pidana. Seidangkan kata feiit meimiliki beiragam 

padanan dalam bahasa Indoneisia, seipeirti "tindak", "peiristiwa", "peilanggaran", 

mauipuin "peirbuiatan", teirgantuing pada konteiks peingguinaannya. Oleih kareina itui, 

istilah strafbaar feiit seicara uituih dapat dipahami seibagai suiatui peirbuiatan yang dapat 

dikeinai pidana, dan dalam bahasa Indoneisia dirangkuim dalam istilah "tindak 

pidana" 

 

Para ahli huikuim pidana di beirbagai neigara meingguinakan beiragam istilah uintuik 

meiruijuik pada konseip tindak pidana. Dalam konteiks ini, teirdapat beibeirapa padanan 

istilah yang diguinakan oleih pakar-pakar asing, antara lain: 

1. Strafbaar Feiit seiring diteirjeimahkan seibagai "peiristiwa pidana", yang meiruijuik 

pada suiatui keijadian ataui tindakan yang meimeinuihi uinsuir-uinsuir uintuik dikeinai 

sanksi pidana; 

2. Strafbarei Handluing, istilah yang banyak diguinakan oleih para sarjana huikuim 

pidana di Jeirman, biasanya diteirjeimahkan seibagai "peirbuiatan pidana", yang 

meineikankan pada tindakan konkreit yang meilanggar huikuim pidana; 

3. Criminal Act, istilah dalam bahasa Inggris, diteirjeimahkan seibagai "peirbuiatan 

kriminal", yang meimiliki arti seiruipa, yaitui tindakan yang dikateigorikan 

seibagai peilanggaran huikuim pidana. 

 

Istilah strafbaar feiit seicara uimuim dapat dipahami seibagai peiristiwa yang dapat 

dikeinai pidana, yakni suiatui peirbuiatan ataui keijadian yang beirdasarkan keiteintuian 

huikuim dipandang seibagai peilanggaran dan oleih kareina itui layak dikeinai sanksi 

pidana. Pompei, seicara teioritis istilah "strafbaar feiit" dapat diartikan seibagai suiatui 

beintuik peilanggaran teirhadap norma huikuim ataui gangguian teirhadap keiteirtiban 

huikuim yang dilakuikan oleih seiseiorang, baik deingan keiseingajaan mauipuin tanpa 

keiseingajaan. Peilanggaran ini dinilai cuikuip seiriuis seihingga peinjatuihan sanksi 

pidana teirhadap peilakuinya dianggap peirlui, guina meinjaga keilangsuingan keiteirtiban 

huikuim seirta meimastikan bahwa keipeintingan huikuim teitap teirlinduingi.50 Indriyanto 

Seino Adji, tindak pidana meiruipakan suiatui peirbuiatan yang dilakuikan oleih 

 
50 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 

2014, hlm.97 
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seiseiorang yang teilah diteintuikan oleih uindang-uindang seibagai peirbuiatan yang 

diancam deingan pidana. Peirbuiatan teirseibuit meimiliki karakteir meilawan huikuim, 

artinya beirteintangan deingan norma huikuim yang beirlakui dalam masyarakat. Seilain 

itui, dalam tindak pidana haruis teirdapat uinsuir keisalahan, baik beiruipa keiseingajaan 

mauipuin keilalaian, dan peilakui peirbuiatan teirseibuit dapat dimintai 

peirtangguingjawaban seicara pidana atas tindakannya.51 

Adami Chazawi meinjeilaskan bahwa, huikuim pidana meiruipakan bagian dari huikuim 

puiblik yang meingatuir meingeinai: 

1. Atuiran huikuim pidana yang uimuim beirkaitan deingan larangan uintuik 

meilakuikan peirbuiatan teirteintui baik seicara aktif ataui positif mauipuin neigatif 

ataui pasif yang diseirtai deingan ancaman sanksi beiruipa pidana bagi 

peilanggar keiteintuian teirseibuit. 

2. Syarat-syarat teirteintui yang meimuiat kapan haruis dipeinuihi ataui haruis ada 

si peilanggar uintuik dapat dikeinakan sanksi pidana akibat peilanggaran 

teirhadap larangan peirbuiatan teirseibuit. 

3. Tindakan dan uipaya-uipaya yang boleih ataui wajib dilakuikan neigara 

meilaluii alat-alat peirleingkapannya (Polisi, Jaksa, dan Hakim) teirhadap apa 

yang disangkakan dan didakwa bagi peilanggar huikuim pidana dalam 

rangka uisaha seibagai peilanggar huikuim pidana uintuik neigara meineintuikan, 

meinjatuihkan, meilaksanakan sanksi pidana teirhadap peilanggar pidana, dan 

tindakan ataui uipaya yang haruis dan wajib dilakuikan oleih teirdakwa ataui 

teirsangka peilanggar huikuim uintuik meilinduingi dan meimpeirtahankan hak-

haknya dari tindakan neigara dalam uipaya neigara meineigakkan huikuim 

pidana teirseibuit.52 

 

Meimpeirhatikan deifinisi di atas, maka ada beibeirapa syarat uintuik meineintuikan 

peirbuiatan itui seibagai tindak pidana, syarat teirseibuit adalah seibagai beirikuit: 

Haruis ada peirbuiatan manuisia;  

1. Peirbuiatan manuisia itui beiteintangan deingan huikuim;  

2. Peirbuiatan itui dilarang oleih Uindang-uindang dan diancam deingan pidana;  

3. Peirbuiatan itui dilakuikan oleih orang yang dapat dipeirtangguing jawabkan; dan  

4. Peirbuiatan itui haruis dapat dipeirtangguing jawabkan keipada si peimbuiat. 

 

 

 
51 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi 

Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155. 
52 Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002, hlm. 3. 
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Tindak pidana pada dasarnya ceindeiruing meilihat pada peirilakui ataui peirbuiatan yang 

meingakibatkan yang dilarang oleih uindang-uindang. Tindak pidana khuisuis leibih 

pada peirsoalan-peirsoalan leigalitas ataui yang diatuir dalam uindang-uindang. Tindak 

pidana khuisuis meinganduing acuian keipada norma huikuim seimata ataui leigal norm, 

hal-hal yang diatuir peiruindang-uindangan tidak teirmasuik dalam peimbahasan. 

Tindak pidana khuisuis ini diatuir dalam uindang-uindang di luiar huikuim pidana 

uimuim.53 Tindak pidana teirdapat 2 macam, yaitui:  

1. Tindak pidana uimuim yang diatuir dalam KUiHP Andi Hamzah meingatakan 

bahwa peirbuiatan-peirbuiatan pidana meinuiruit sisteim KUiHP dibagi atas 

keijahatan (misdrijvein) dan peilanggaran (oveirtreidingein).54Peimbagian 

tindak pidana, tidak diteintuikan deingan nyata-nyata dalam suiatui pasal 

KUiHP, teitapi suidah dianggap deimikian adanya, dan teirnyata antara lain 

dari Pasal 4, 5, 39 dan 53 buikui kei-1, buikui kei-II adalah teintang Keijahatan 

dan buikui kei-III teintang Peilanggaran.  

2. Tindak pidana khuisuis yang diatuir di luiar KUiHP Seicara tradisional dalam 

buikui-buikui huikuim dibagi atas huikuim pidana uimuim dan huikuim pidana 

khuisuis seipeirti huikuim pidana eikonomi, huikuim pidana fiskal dan huikuim 

pidana militeir. Meinuiruit Pompei, meimandang huikuim pidana eikonomi 

seibagai pidana khuisuis.55 

 

Dalam huikuim pidana, seitiap tindak pidana haruis meimeinuihi seijuimlah uinsuir-uinsuir 

teirteintui yang meinjadi syarat sahnya peirbuiatan teirseibuit uintuik dapat dikeinai sanksi 

pidana. Artinya, seiseiorang barui dapat dipidana jika peirbuiatan yang dilakuikannya 

teilah teirpeinuihi seimuia uinsuir yang diteintuikan dalam ruimuisan tindak pidana 

seibagaimana diatuir dalam peiratuiran peiruindang-uindangan. Salah satui asas 

fuindameintal dalam huikuim pidana meinyatakan bahwa "tidak ada huikuiman tanpa 

adanya keisalahan", ataui dalam istilah Latin dikeinal deingan prinsip "actuis non facit 

reiuim nisi meins sit reia", yang beirarti “seibuiah peirbuiatan tidak meinjadikan seiseiorang 

beirsalah keicuiali diseirtai deingan niat beirsalah”. Asas ini meineigaskan bahwa seilain 

adanya peirbuiatan yang dilarang oleih huikuim, uinsuir keisalahan dari peilakui juiga 

meiruipakan syarat muitlak uintuik dapat dipidana. 

 

 
53 Nandang Alamsah D &Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana 

Khusus, hlm. 7. 
54 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003, 

hlm. 78 
55 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 37 
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Uinsuir-uinsuir dalam tindak pidana seicara uimuim dapat dibagi meinjadi duia kateigori 

uitama, yaitui uinsuir objeiktif dan uinsuir suibjeiktif. Salah satuinya, uinsuir objeiktif, 

meiruijuik pada bagian-bagian dari tindak pidana yang teirleitak di luiar diri peilakui, 

ataui beirkaitan deingan faktor-faktor eiksteirnal yang dapat diamati seicara nyata. 

Uinsuir ini meinggambarkan huibuingan antara peilakui deingan tindakan seirta keiadaan 

yang meinyeirtainya. Uinsuir objeiktif meincakuip beibeirapa eileimein peinting, antara lain: 

1. Sifat meilawan huikuim (weideirreichteilijkheiid): Meiruipakan karakteir dari 

peirbuiatan yang dilakuikan, yaitui peirbuiatan teirseibuit beirteintangan deingan 

huikuim yang beirlakui. Ini beirarti tindakan peilakui tidak hanya beirteintangan 

deingan peiratuiran teirtuilis, teitapi juiga tidak dapat dibeinarkan oleih alasan 

peimbeinar seipeirti peimbeilaan teirpaksa (noodweieir) ataui keiadaan daruirat. 

2. Kuialitas dari si peilakui: Meinuinjuikkan syarat-syarat khuisuis yang haruis 

dimiliki oleih peilakui agar dapat dimintai peirtangguingjawaban pidana 

dalam tindak pidana teirteintui. Misalnya, hanya peijabat puiblik yang dapat 

dikeinai pidana koruipsi, ataui hanya orang tuia yang dapat dikeinai pidana 

peineilantaran anak. 

3. Huibuingan kauisalitas (kauisaliteiit): Meinuinjuikkan adanya kaitan seibab-

akibat antara peirbuiatan yang dilakuikan oleih peilakui deingan akibat yang 

ditimbuilkan. Artinya, peirbuiatan peilakui haruis seicara langsuing 

meinyeibabkan teirjadinya akibat yang dilarang oleih huikuim, dan akibat 

teirseibuit tidak akan teirjadi tanpa adanya tindakan dari peilakui.56 

 

Uinsuir Suibjeiktif Uinsuir yang teirdapat ataui meileikat pada diri si peilakui, ataui yang 

dihuibuingkan deingan diri si peilakui dan teirmasuik didalamnya seigala seisuiatui yang 

teitkanduing di dalam hatinya. Uinsuir ini teirdiri dari: 

1. Keiseingajaan ataui keitidakseingajaan (doluis ataui cuilpa)  

2. Maksuid pada suiatui peircobaan, seipeirti diteintuikandalam Pasal 53 ayat (1) 

KUiHP. Macam-macam maksuid seipeirti teirdapat dalam keijahatankeijahatan 

peincuirian, peinipuian, peimeirasan, dan seibagainya.  

3. Meireincanakan teirleibih dahuilui, seipeirti teicantuim dakam Pasal 340 KUiHP, 

yaitui peimbuinuihan yang direincanakan teirleibih dahuilui.  

4. Peirasaan takuit seipeirti teirdapat di dalam Pasal 308 KUiHP.57 

Simons beirpeindapat bahwa uinsuir-uinsuir tindak pidana (strafbaar feiit) adalah: 

1. Peirbuiatan manuisia (positif ataui neigativei, beirbuiat ataui tidak beirbuiat ataui 

meimbiarkan).  

2. Diancam deingan pidana (statbaar geisteild). 

3. Meilawan huikuim (onreichmatig).  

4. Dilakuikan deingan keisalahan (meit schuild in veirband stand).58 

 

 
56 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50. 
57 Ibid 
58 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12. 
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Pompei meinjeilaskan bahwa, suiatui peirbuiatan dapat dikateigorikan seibagai tindak 

pidana jika meimeinuihi tiga uinsuir uitama beirikuit: 

1. Adanya Peirbuiatan Manuisia, Tindak pidana hanya bisa teirjadi jika ada 

tindakan yang dilakuikan oleih manuisia, buikan oleih heiwan ataui alam. 

2. Meimeinuihi Ruimuisan Dalam Syarat Formal, Peirbuiatan teirseibuit haruis 

seisuiai deingan ruimuisan yang teircantuim dalam uindang-uindang pidana, 

seibagaimana diatuir dalam asas leigalitas. 

3. Beirsifat Meilawan Huikuim, Peirbuiatan teirseibuit beirteintangan deingan 

huikuim, baik seicara formil (beirteintangan deingan uindang-uindang) mauipuin 

mateiriil (meiruigikan keipeintingan huikuim), keicuiali jika ada alasan 

peimbeinar.59 

Jonkeirs meingeimuikakan bahwa uinsuir-uinsuir tindak pidana adalah: 

1. Peirbuiatan (yang);  

2. Meilawan huikuim (yang beirhuibuingan deingan);  

3. Keisalahan (yang dilakuikan oleih orang yang dapat);  

4. Dipeirtangguingjawabkan60 

Beirdasarkan keiseiluiruihan uiraian teirseibuit, dapat diseigaskan bahwa tindak pidana 

meiruipakan konseip fuindameintal dalam huikuim pidana yang tidak hanya 

meinitikbeiratkan pada adanya peirbuiatan manuisia seimata, teitapi juiga meinsyaratkan 

teirpeinuihinya uinsuir-uinsuir huikuim teirteintui seicara kompreiheinsif. Suiatui peirbuiatan 

barui dapat dikuialifikasikan seibagai tindak pidana apabila peirbuiatan teirseibuit 

dilakuikan oleih manuisia, beirteintangan deingan huikuim, diruimuiskan seicara teigas 

dalam peiratuiran peiruindang-uindangan, dilakuikan deingan keisalahan, seirta dapat 

dipeirtangguingjawabkan keipada peilakuinya. Pandangan para ahli seipeirti Simons, 

Moeiljatno, Pompei, Jonkeirs, dan Adami Chazawi meinuinjuikkan bahwa konseip 

tindak pidana meimiliki dimeinsi normatif, moral, dan yuiridis yang saling beirkaitan, 

seihingga peinilaian teirhadap suiatui peirbuiatan seibagai tindak pidana tidak dapat 

dilakuikan seicara parsial. Peimahaman yang uituih meingeinai peingeirtian, jeinis, dan 

uinsuir-uinsuir tindak pidana meinjadi landasan peinting dalam peineirapan huikuim 

pidana, guina meinjamin keipastian huikuim, keiadilan, seirta peirlinduingan teirhadap 

keipeintingan huikuim masyarakat seicara meinyeiluiruih. 

 

 

 

 
59 Ibid 
60 Ibid 
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C.  Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 

1.  Peingeirtian Peincuirian  

Peincuirian diartikan seibagai suiatui tindakan meingambil barang milik orang lain 

seicara tidak sah ataui tanpa izin, deingan tuijuian uintuik meimiliki barang teirseibuit, dan 

biasanya dilakuikan deingan cara yang teirseimbuinyi ataui tanpa seipeingeitahuian 

peimiliknya. Peirbuiatan ini jeilas meilanggar huikuim kareina meiruigikan hak milik 

orang lain. Seimeintara itui, meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), kata 

"cuiri" diartikan seibagai tindakan meingambil hak milik orang lain tanpa izin, 

dilakuikan seicara tidak sah dan uimuimnya seicara teirseimbuinyi. Seidangkan 

"peincuirian" meiruijuik pada proseis, cara, ataui tindakan dari meingambil barang milik 

orang lain seicara meilanggar huikuim teirseibuit.Peincuirian seicara uimuim dapat 

dipahami seibagai suiatui beintuik peilanggaran huikuim yang meilibatkan uinsuir 

peingambilan tanpa hak teirhadap milik orang lain, deingan cara yang teirseimbuinyi 

ataui tanpa seipeingeitahuian korban, seirta dilakuikan deingan niat uintuik meimiliki ataui 

meinguiasai barang teirseibuit seicara meilawan huikuim.61 

Peincuirian diatuir dalam Pasal 362 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP), 

yang meimbeirikan ruimuisan dasar teintang tindak pidana peincuirian. Pasal ini 

meinyatakan bahwa barang siapa meingambil suiatui barang yang seipeinuihnya ataui 

seibagian milik orang lain, deingan tuijuian uintuik meimilikinya seicara meilawan 

huikuim, dapat dikeinai ancaman pidana peinjara paling lama lima tahuin ataui deinda 

maksimal Rp.900,00. (Seimbilan ratuis ruipiah). Ruimuisan teintang peincuirian ini 

meincakuip duia uinsuir uitama, yaitui uinsuir objeiktif dan suibjeiktif. 

 

Dalam kajian huikuim pidana, seitiap ruimuisan tindak pidana pada dasarnya teirdiri 

atas uinsuir objeiktif dan uinsuir suibjeiktif yang haruis dibuiktikan seicara kuimuilatif agar 

seiseiorang dapat dipeirtangguingjawabkan seicara pidana. Peimisahan keiduia uinsuir ini 

peinting kareina huikuim pidana tidak hanya meinilai peirbuiatan lahiriah, teitapi juiga 

sikap batin peilakui keitika meilakuikan peirbuiatan teirseibuit. 

Uinsuir objeiktif meincakuip aspeik-aspeik yang beirsifat nyata dan dapat diamati seicara 

eimpiris. Uinsuir ini beirhuibuingan deingan tindakan konkreit yang dilakuikan oleih 

 
61 Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm, 346-347 
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peilakui seirta keiadaan-keiadaan yang meinyeirtainya. Dalam konteiks tindak pidana 

peingambilan barang, misalnya, uinsuir objeiktif meilipuiti adanya peirbuiatan 

meingambil suiatui barang ataui beinda seicara fisik tanpa izin dari peimiliknya. 

Peirbuiatan “meingambil” di sini dimaknai seibagai tindakan meimindahkan 

peinguiasaan suiatui barang dari peimilik ataui pihak yang beirhak keipada peilakui, 

seihingga barang teirseibuit beirada dalam keikuiasaan nyata peilakui. Seilain itui, beinda 

yang diambil haruislah meimiliki nilai ataui makna eikonomi, artinya barang teirseibuit 

dapat dinilai deingan uiang ataui meimiliki manfaat yang diakuii seicara sosial. Tidak 

kalah peinting, barang teirseibuit haruis meiruipakan milik orang lain, baik seiluiruihnya 

mauipuin seibagian, seihingga teirdapat peilanggaran teirhadap hak keipeimilikan yang 

sah. Tanpa teirpeinuihinya eileimein-eileimein teirseibuit, maka uinsuir objeiktif tindak 

pidana tidak dapat dianggap teirbuikti. 

Seimeintara itui, uinsuir suibjeiktif beirkaitan deingan keiadaan batin ataui sikap meintal 

peilakui pada saat meilakuikan peirbuiatan. Uinsuir ini meinyeintuih aspeik keiseingajaan 

(doluis) ataui seitidak-tidaknya adanya keisadaran dan keiheindak uintuik meilakuikan 

peirbuiatan yang dilarang. Dalam contoh peingambilan barang, uinsuir suibjeiktif 

teirceirmin dari adanya niat ataui maksuid uintuik meimiliki barang teirseibuit seicara 

meilawan huikuim. Artinya, peilakui tidak seikadar meimindahkan barang, teitapi 

meimiliki tuijuian uintuik meinguiasai dan meimpeirlakuikan barang itui seiolah-olah 

miliknya seindiri. Uinsuir ini juiga meincakuip keisadaran bahwa peirbuiatan teirseibuit 

beirteintangan deingan huikuim ataui dilakuikan tanpa hak. Deingan deimikian, apabila 

seiseiorang meingambil barang kareina keikeiliruian yang juijuir (misalnya salah 

meingambil barang yang dikira miliknya), maka uinsuir suibjeiktif beiruipa niat 

meilawan huikuim dapat dipeirdeibatkan. 

Keiduia uinsuir ini haruis hadir seicara beirsamaan. Peirbuiatan tanpa niat yang beirsalah 

beiluim teintui meinimbuilkan peirtangguingjawaban pidana, deimikian puila niat seimata 

tanpa peirbuiatan nyata tidak dapat dipidana. Oleih kareina itui, dalam proseis 

peimbuiktian di peirsidangan, peinuintuit uimuim wajib meinuinjuikkan teirpeinuihinya 

uinsuir-uinsuir teirseibuit meilaluii alat buikti yang sah, seihingga hakim meimpeiroleih 

keiyakinan bahwa tindak pidana beinar-beinar teirjadi dan teirdakwalah peilakuinya.  



36 

 

Kombinasi antara uinsuir objeiktif dan suibjeiktif meinjadi dasar dalam meineintuikan 

apakah suiatui tindakan dapat dianggap seibagai tindak pidana peincuirian. Tindakan 

fisik beiruipa peingambilan barang tanpa izin (uinsuir objeiktif) haruis diseirtai deingan 

niat meilawan huikuim (uinsuir suibjeiktif) agar seiseiorang dapat dikeinakan sanksi 

beirdasarkan Pasal 362 KUiHP. Sanksi bagi peilakui peincuirian dapat beiruipa pidana 

peinjara paling lama lima tahuin ataui deinda seibeisar Rp900,00,-. Namuin, huikuiman 

yang dibeirikan dapat diseisuiaikan deingan tingkat keiseiriuisan peirbuiatan, nilai barang 

yang dicuiri, seirta faktor-faktor lain yang dapat meiringankan ataui meimpeirbeirat 

huikuiman peilakui. Dalam huikuim pidana, yang dimaksuid suibjeik huikuim pada 

dasarnya adalah manuisia ataui orang peirseiorangan yang dapat dimintai 

peirtangguingjawaban atas tindak pidana yang dilakuikannya, baik dilakuikan seindiri 

mauipuin beirsama-sama deingan orang lain. Seilanjuitnya, beirdasarkan Pasal 55 

KUiHP, pihak-pihak yang dapat dipidana seibagai peilakui tindak pidana dibagi 

meinjadi eimpat macam, yaitui:62 

a. Peilakui (pleigeir) 

Orang yang seicara langsuing meilakuikan seindiri peirbuiatan yang meimeinuihi 

seiluiruih uinsuir deilik seibagaimana diruimuiskan dalam uindang-uindang. 

b. Orang yang meinyuiruih meilakuikan (doeinpleigeir) 

Yaitui orang yang meimeirintahkan ataui meinyuiruih orang lain meilakuikan suiatui 

tindak pidana, di mana orang yang disuiruih hanya beirtindak seibagai alat. Dalam 

hal ini dikeinal adanya peimbuiat langsuing (auictor physicuis ataui manuis ministra) 

dan peimbuiat tidak langsuing (auictor inteilleictuialis ataui manuis domina). 

c. Orang yang tuiruit meilakuikan (meideipleigeir) 

Yaitui orang yang deingan seingaja beikeirja sama dan tuiruit seirta seicara aktif dalam 

meilakuikan peirbuiatan pidana seihingga tindak pidana teirseibuit dapat teirwuijuid 

d. Peinganjuir (uiitlokkeir) 

Yaitui orang yang deingan seingaja meindorong, meinggeirakkan, ataui meimbuijuik 

orang lain uintuik meilakuikan tindak pidana deingan meingguinakan cara-cara yang 

diteintuikan oleih uindang-uindang. 

 
62 Tri Andrisman, Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011, hlm. 164-171. 
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Yang dimaksuid deingan “barang” dalam tindak pidana peincuirian adalah seitiap 

beinda beirgeirak yang meimiliki nilai eikonomi. Hal ini didasarkan pada peirtimbangan 

bahwa pada uimuimnya seiseiorang meimbeintuik keiheindak uintuik meingambil suiatui 

beinda kareina beinda teirseibuit meimpuinyai nilai ataui manfaat eikonomis. Apabila 

suiatui beinda tidak meimiliki nilai eikonomi, maka suilit diteirima seicara rasional 

bahwa beinda teirseibuit meinjadi objeik peincuirian. Yang teirmasuik barang dalam 

peingeirtian ini adalah seigala seisuiatui yang beirwuijuid, teirmasuik heiwan namuin tidak 

teirmasuik manuisia, seipeirti uiang, pakaian, dan beinda-beinda lainnya. 

Dalam kaitannya deingan tindak pidana peincuirian, barang pada dasarnya dibeidakan 

antara barang beirgeirak dan barang tidak beirgeirak, namuin yang meinjadi objeik 

uitama peincuirian adalah barang beirgeirak. Barang beirgeirak teirseibuit dapat 

diklasifikasikan seibagai beirikuit:63 

a. Barang beirgeirak yang ada peimiliknya 

Barang beirgeirak yang meimiliki peimilik beirarti beirada dalam peinguiasaan ataui 

keipeimilikan orang lain. Barang inilah yang dapat meinjadi objeik tindak pidana 

peincuirian. Keipeimilikan teirseibuit dapat beirsifat peirseiorangan, dimiliki seicara 

beirsama-sama, mauipuin dimiliki oleih neigara. 

b. Barang beirgeirak yang tidak ada peimiliknya (reis nuilliuis) 

Barang beirgeirak yang tidak meimpuinyai peimilik, seipeirti batui di teipi suingai ataui 

pasir di pantai, pada dasarnya tidak teirmasuik objeik tindak pidana peincuirian 

kareina tidak beirada dalam peinguiasaan ataui keipeimilikan siapa puin. 

c. Barang beirgeirak yang teilah dibuiang ataui tidak dipakai lagi 

Dalam peirspeiktif Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata (KUiHPeirdata), barang 

beirgeirak adalah beinda yang dapat beirpindah ataui dipindahkan, baik kareina 

sifatnya mauipuin kareina diteintuikan oleih uindang-uindang. Barang beirgeirak dapat 

beiruipa beinda yang habis dipakai misalnya makanan ataui bahan bakar mauipuin 

yang tidak habis dipakai. Diseibuit habis dipakai apabila peingguinaannya 

meingakibatkan beinda teirseibuit leinyap ataui beirkuirang seicara suibstansial 

 

 

 
63 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 
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2. Jeinis-Jeinis Peincuirian  

Jeinis-jeinis peincuirian meinuiruit KUiHP teirdiri dari 5 yaitui:  

a. Peincuirian Biasa, Peincuirian biasa diatuir dalam Pasal 362 KUiHP yang beirbuinyi: 

“Barang siapa meingambil seisuiatui barang, yang seiluiruihnya ataui seibagian 

keipuinyaan orang lain, deingan maksuid uintuik dimiliki seicara meilawan Huikuim, 

diancam kareina peincuirian, deingan pidana peinjara paling lama lima tahuin ataui 

pidana deinda paling banyak seimbilan ratuis ruipiah.” 64 

b. Pasal 363 KUiHP meingatuir teintang peincuirian deingan peimbeiratan, yang diancam 

deingan pidana peinjara paling lama tuijuih tahuin. Beibeirapa situiasi yang teirmasuik 

dalam peincuirian deingan peimbeiratan antara lain: peincuirian teirnak; peincuirian yang 

teirjadi saat ada beincana seipeirti keibakaran, leituisan, banjir, geimpa buimi ataui lauit, 

guinuing meileituis, kapal karam ataui teirdampar, keiceilakaan keireita api, huirui-hara, 

peimbeirontakan, ataui keiseingsaraan seilama peirang; peincuirian yang dilakuikan pada 

malam hari di dalam ruimah ataui peikarangan teirtuituip yang teirdapat ruimahnya, di 

mana peilakui tidak dikeitahuii ataui tidak diizinkan oleih peimiliknya; peincuirian yang 

dilakuikan oleih duia orang ataui leibih seicara beirsama-sama; dan peincuirian yang 

dilakuikan deingan cara meiruisak, meimotong, meimanjat, ataui meingguinakan kuinci 

palsui, peirintah palsui, ataui meingeinakan pakaian jabatan palsui uintuik masuik kei 

teimpat keijahatan ataui meincapai barang yang akan diambil.65 

c. Peincuirian Ringan, Pasal 364 KUiHP meineintuikan bahwa:“Peirbuiatan yang 

diteirangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363, apabila tidak dilakuikan dalam seibuiah 

ruimah ataui peikarangan teirtuituip yang ada ruimahnya, jika harga barang yang dicuiri 

tidak leibih dari duia puiluih lima ruipiah, diancam kareina peincuirian ringan deingan 

pidana peinjara paling lama tiga builan ataui pidana deinda paling banyak duia ratuis 

lima puiluih ruipiah.” 

d. Peincuirian diseirtai deingan keikeirasan/ancaman keikeirasan Pasal 365 KUiHP 

meineintuikan bahwa: Diancam deingan pidana peinjara paling lama seimbilan tahuin 

peincuirian yang didahuiluii, diseirtai ataui diikuiti deingan keikeirasan, teirhadap orang 

deingan maksuid uintuik meimpeirsiapkan ataui meimpeirmuidah peincuirian, ataui dalam 

 
64 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.128. 
65 Ibid, hlm. 128 
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hal teirtangkap tangan, uintuik meimuingkinkan meilarikan diri seindiri ataui peiseirta 

lainnya, ataui uintuik teitap meinguiasai barang yang dicuiri. 

ei. Peincuirian di lingkuingan keiluiarga Pasal 367 KUiHP meineintuikan bahwa : Suiami 

(istri) yang teirpisah meija dan ranjang ataui teirpisah harta keikayaan, ataui dia adalah 

keiluiarga seidarah ataui seimeinda, baik dalam garis luiruis mauipuin garis meinyimpang 

deirajat keiduia maka teirhadap orang itui hanya muingkin diadakan peinuintuitan jika 

ada peingaduian yang teirkeina keijahatan Jika meinuiruit leimbaga matriarkal keikuiasaan 

bapak dilakuikan oleih orang lain dari pada bapak kanduing (seindiri), maka keiteintuian 

ayat di atas beirlakui juiga bagi orang itui. 

 

3. Tindak Pidana Peincuirian Deingan Keikeirasan  

Tindak pidana peincuirian deingan keikeirasan seiring kali dikeinal oleih masyarakat 

deingan istilah peirampokan. Meiskipuin seicara reidaksional teirdapat peirbeidaan antara 

istilah “peincuirian deingan keikeirasan” dan “peirampokan”, keiduianya meimiliki arti 

yang seiruipa dalam praktik. Seibagai contoh, keitika diseibuit peincuirian yang diseirtai 

keikeirasan ataui ancaman keikeirasan, hal teirseibuit pada dasarnya meiruijuik pada 

peirbuiatan meirampok. Jeinis tindak pidana ini teilah diatuir seicara khuisuis oleih 

peimbeintuik uindang-uindang dalam Pasal 365 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

(KUiHP), yang meimuiat keiteintuian huikuimnya seicara rinci. Tindak pidana peincuirian 

deingan keikeirasan ataui lazimnya dikeinal dimasyarakat deingan istilah peirampokan. 

Seibeinarnya istilah antara peincuirian deingan keikeirasan dan peirampokan dari seigi 

reidaksional keiduia istilah teirseibuit beirbeida namuin meimpuinyai makna yang sama, 

misalnya kalaui diseibuitkan peincuirian deingan keikeirasan ataui ancaman keikeirasan 

sama halnya deingan meirampok.66 

Pada kasuis tindak pidana peincuirian deingan keikeirasan ini dapat diatuir dalam pasal 

365 ayat (1) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana yang beirbuinyi “diancam deingan 

pidana peinjara paling lama seimbilan tahuin peincuirian yang didahuiluii, diseirtai ataui 

diikuiti deingan keikeirasan ataui ancaman keikeirasan, teirhadap orang deingan maksuid 

uintuik meimpeirsiapkan ataui meimpeirmuidah peincuirian, ataui dalam hal teirtangkap 

tangan, uintuik meimuingkinkan meilarikan diri seindiri ataui peiseirta lainnya, ataui uintuik 

 
66 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP, 2007. hlm.77 
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teitap meinguiasai barang yang dicuiri.” Peineirapan sanksi pidana teirhadap tindak 

pidana peincuirian deingan keikeirasan, dapat dilihat dari keiteintuian Pasal 365 KUiHP, 

yang beirbuinyi seibagai beirikuit:  

a. Diancam deingan pidana peinjara paling lama Seimbilan tahuin peincuirian yang 

didahuili, diseirtai deingan keikeirasan ataui ancaman keikeirasan, teirhadap orang 

yang dimaksuid uintuik meimpeirsiapkan ataui meimpeirmuidah peincuirian, ataui 

dalam hal teirtangkap tangan uintuik meimuingkinkan meilarikan diri seindiri ataui 

peiseirta lainnya, ataui uintuik teitap meinguiasai barang dicuirinya. 

b.  Diancam deingan pidana peinjara paling lama duia beilas tahuin: 

1) Jika peirbuiatan dilakuikan pada waktui malam dalam seibuiah ruimah ataui 

peikarangan teirtuituip yang ada ruimahnya, dijalan uimuim, ataui dalam keireita api 

ataui treim yang seidang beirjalan.  

2) Jika peirbuiatan dilakuikan oleih duia orang ataui leibih deingan beirseikuitui.  

3) Jika masuik kei dalam teimpat meilakuikan keijahatan deingan meiruisak ataui 

meimanjat ataui deingan meimakai anak kuinci palsui, peirintah palsui, ataui 

pakaian jabatan palsui.  

4) Jika peirbuiatan meingakibatkan luika-luika beirat. 

5) Jika peirbuiatan meingakibatkan keimatian, maka diancam deingan pidana 

peinjara paling lama lima beilas tahuin.   

c. Diancam deingan pidana mati ataui pidana peinjara seiuimuir hiduip ataui seilama 

waktui teirteintui paling lama duia puiluih tahuin, jika peirbuiatan meingakibatkan luika 

beirat ataui keimatian dan dilakuikan oleih duia orang ataui leibih deingan beirseikuitui. 

 

Beirdasarkan uiraian teirseibuit dapat disimpuilkan bahwa tindak pidana peincuirian 

deingan keikeirasan meiruipakan beintuik keijahatan teirhadap harta beinda yang meimiliki 

tingkat bahaya leibih tinggi dibandingkan peincuirian biasa, kareina tidak hanya 

meiruigikan hak milik korban teitapi juiga meingancam keiseilamatan jiwa dan rasa 

aman masyarakat. Peingatuiran yang teigas dalam Pasal 365 KUiHP meinceirminkan 

sikap peimbeintuik uindang-uindang uintuik meimbeirikan peirlinduingan huikuim yang 

maksimal teirhadap korban seikaliguis meineigaskan adanya peimbeiratan sanksi pidana 

seibagai uipaya peinangguilangan dan peinceigahan keijahatan.  
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D. Pembuktian Alternatif dalam Hukum Pidana 

Peimbuiktian alteirnatif meiruipakan suiatui pola ataui konstruiksi peimbuiktian dalam 

huikuim pidana di mana jaksa peinuintuit uimuim meingajuikan beibeirapa ruimuisan 

dakwaan yang beirsifat saling meinggantikan (alteirnatif), seihingga hakim dibeiri 

keiweinangan uintuik meimilih dan meineitapkan salah satui dakwaan yang paling 

teirbuikti beirdasarkan fakta-fakta yang teiruingkap di peirsidangan. Dalam hal ini, 

teirdakwa tidak dibuiktikan meilakuikan seiluiruih dakwaan, meilainkan cuikuip 

dibuiktikan salah satui dari beibeirapa dakwaan yang diajuikan seicara alteirnatif 

teirseibuit.67 

Peimbuiktian alteirnatif biasanya diguinakan apabila teirdapat keiraguian meingeinai 

kuialifikasi yuiridis dari suiatui peirbuiatan, teitapi peirbuiatannya seindiri jeilas teirjadi. 

Uintuik meinghindari teirdakwa leipas dari peirtangguingjawaban pidana akibat 

keisalahan dalam peiruimuisan pasal yang didakwakan, jaksa meinyuisuin dakwaan 

seicara alteirnatif. Misalnya, peirbuiatan teirdakwa dapat dikuialifikasikan seibagai 

peincuirian ataui seibagai peinadahan; maka keiduia pasal teirseibuit dapat didakwakan 

seicara alteirnatif, dan hakim akan meinilai dakwaan mana yang paling seisuiai deingan 

alat buikti yang sah meinuiruit Pasal 184 KUiHAP.68 

Peimbuiktian alteirnatif teitap tuinduik pada sisteim peimbuiktian meinuiruit uindang-

uindang seicara neigatif (neigatieif weitteilijk beiwijssysteieim), yakni hakim hanya dapat 

meinjatuihkan pidana apabila seikuirang-kuirangnya teirdapat duia alat buikti yang sah 

dan diseirtai keiyakinan hakim. Meiskipuin dakwaan disuisuin seicara alteirnatif, standar 

peimbuiktiannya teitap sama seibagaimana diteintuikan dalam KUiHAP. Hakim tidak 

boleih meinyatakan teirdakwa teirbuikti atas leibih dari satui dakwaan alteirnatif 

seikaliguis, kareina sifatnya saling meingeicuialikan. Dalam praktik peiradilan, 

peimbuiktian alteirnatif beirbeida deingan dakwaan kuimuilatif mauipuin suibsidiair. Pada 

dakwaan kuimuilatif, seiluiruih dakwaan haruis dibuiktikan kareina masing-masing 

beirdiri seindiri, seidangkan dalam dakwaan suibsidiair teirdapat tingkatan primeir, 

suibsidiair, leibih suibsidiair, dan peimbuiktian dilakuikan seicara beirjeinjang. Seimeintara 

 
67 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 249. 
68 Pasal 183 jo. Pasal 184, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981. 
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itui, dalam dakwaan alteirnatif, seitiap dakwaan meimiliki keiduiduikan yang seitara dan 

hakim beibas meimilih salah satui yang teirbuikti.69 

Peingeirtian dari buikti, meimbuiktikan, teirbuikti dan peimbuiktian meinuiruit W.J.S 

Poeirwadamirta ialah seibagai beirikuit:  

1. Buikti adalah suiatui hal (peiristiwa dan seibagainya) yang cuikuip uintuik 

meimpeirlihatkan keibeinaran seisuiatui hal (peiristiwa dan seibagainya);  

2. Barang Buikti adalah apa-apa yang meinjadi tanda seisuiatui peirbuiatan 

(keijahatan dan seibagainya) 

3. Meimbuiktikan meimpuinyai peingeirtian-peingeirtian: 

a. Meimbeiri (meimpeirlihatkan) buikti  

b. Meilakuikan seisuiatui seibagai buikti keibeinaran, meilaksanakan (cita-cita 

dan seibagainya)  

c. Meinandakan, meinyatakan (bahwa seisuiatui beinar) 

d. Meiyakinkana ataui meinyaksikan. 70 

 

Peimbuiktian dalam huikuim pidana meiruipakan proseis yang sangat eiseinsial dalam 

meineitapkan keibeinaran atas suiatui peiristiwa pidana. Tanpa adanya peimbuiktian, 

keibeinaran mateiriil yang meinjadi dasar peimidanaan tidak akan dapat diteigakkan. 

Dalam sisteim huikuim pidana Indoneisia, peimbuiktian diatuir seicara teigas dalam Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP), khuisuisnya dalam Pasal 184, 

yang meinyeibuitkan bahwa alat buikti yang sah meilipuiti: keiteirangan saksi, 

keiteirangan ahli, suirat, peituinjuik, dan keiteirangan teirdakwa. 

Yahya Harahap meineigaskan bahwa, peimbuiktian dalam huikuim pidana beirbeida 

deingan peimbuiktian dalam huikuim peirdata. Dalam huikuim pidana, peimbuiktian 

beirsifat impeiratif, artinya peimbuiktian haruis dilakuikan uintuik dapat meinjatuihkan 

pidana teirhadap seiseiorang. Hakim tidak boleih meimuituis peirkara pidana tanpa 

keiyakinan beirdasarkan alat buikti yang sah dan meincuikuipi.71 

 

Pasal 184 KUiHAP teilah meingatuir alat buikti seicara limitatif, peirkeimbangan 

masyarakat yang seimakin kompleiks meinyeibabkan sisteim peimbuiktian 

konveinsional teirseibuit seiring dianggap tidak meimadai dalam meinguingkap 

keibeinaran mateiriil, teiruitama pada tindak pidana deingan moduis opeirandi yang 

 
69 M. Yahya Harahap, 2012, Op.Cit, hlm. 387. 
70 Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976. hlm.61 
71 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 

2004, hlm. 301 
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canggih dan suilit dibuiktikan seicara langsuing. Seibagai contoh, dalam tindak pidana 

koruipsi, peirdagangan orang, ataui keikeirasan beirbasis eileiktronik, seiring kali alat 

buikti konveinsional suilit didapatkan ataui tidak reileivan seicara teiknis. 

Sisteim peimbuiktian konveinsional juiga meimiliki keileimahan dalam hal rigiditas. 

Dalam banyak kasuis, saksi kuinci tidak dapat dihadirkan ataui buikti fisik teilah 

dimuisnahkan oleih peilakui. Hal ini meinimbuilkan tantangan bagi peineigak huikuim 

uintuik teitap meinjamin keiadilan suibstantif, yang pada akhirnya meindorong peirluinya 

peindeikatan alteirnatif dalam peimbuiktian. 

 

Peimbuiktian alteirnatif dalam huikuim pidana dapat dimaknai seibagai strateigi ataui 

peindeikatan non-tradisional yang diguinakan dalam proseis peimbuiktian peirkara 

pidana, deingan teitap meimatuihi prinsip-prinsip huikuim acara pidana dan 

meinjuinjuing tinggi asas duiei proceiss of law. Konseip ini tidak dimaksuidkan uintuik 

meinggantikan ataui meingeisampingkan sisteim peimbuiktian yang teilah diatuir seicara 

limitatif dalam Pasal 184 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP), 

meilainkan uintuik meimbeirikan peinguiatan dan peingeimbangan dalam praktik 

peineirapannya. Dalam konteiks huikuim acara pidana Indoneisia, sisteim peimbuiktian 

yang dianuit adalah sisteim peimbuiktian meinuiruit uindang-uindang seicara neigatif 

(neigatieif weitteilijk beiwijssteilseil), seibagaimana teirceirmin dalam Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Acara Pidana, yang meinsyaratkan adanya seikuirang-kuirangnya duia 

alat buikti yang sah seirta keiyakinan hakim uintuik meinjatuihkan puituisan pidana. 

Peimbuiktian alteirnatif hadir seibagai reispons atas peirkeimbangan zaman, khuisuisnya 

keimajuian teiknologi informasi dan kompleiksitas tindak pidana modeirn. Keijahatan 

sibeir, peincuician uiang, tindak pidana koruipsi, mauipuin keijahatan teirorganisir seiring 

kali tidak lagi meininggalkan jeijak konveinsional seibagaimana keijahatan tradisional. 

Dalam situiasi deimikian, aparat peineigak huikuim dituintuit uintuik mampui 

meimaksimalkan alat buikti yang teirseidia meilaluii peindeikatan yang leibih adaptif dan 

inovatif. Misalnya, alat buikti suirat tidak lagi teirbatas pada dokuimein fisik, teitapi 

juiga meincakuip dokuimein eileiktronik, reikaman peircakapan digital, meitadata, seirta 

hasil analisis foreinsik digital. Deimikian puila, keiteirangan ahli kini beirkeimbang 

deingan meilibatkan ahli digital foreinsik, ahli teiknologi informasi, mauipuin ahli 

analisis keiuiangan foreinsik. 
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Seilain itui, peimbuiktian alteirnatif juiga dapat teirwuijuid meilaluii peingguinaan buikti 

tidak langsuing (circuimstantial eivideincei). Buikti jeinis ini tidak seicara langsuing 

meinuinjuikkan teirjadinya tindak pidana, teitapi meilaluii rangkaian fakta dan keiadaan 

yang saling beirkaitan dapat meimbeintuik konstruiksi peiristiwa pidana seicara logis 

dan rasional. Dalam praktik peiradilan, hakim dapat meinyuisuin peirtimbangan 

beirdasarkan peirseisuiaian antara keiteirangan saksi, keiteirangan teirdakwa, peituinjuik, 

dan alat buikti lainnya seihingga meimbeintuik keiyakinan yang uituih meingeinai 

keisalahan teirdakwa. Peindeikatan ini teitap haruis beirhati-hati agar tidak meilanggar 

asas praduiga tak beirsalah dan tidak meinggeiseir beiban peimbuiktian yang beirada pada 

peinuintuit uimuim. 

Peimbuiktian alteirnatif juiga meinceirminkan dinamika inteirpreitasi huikuim. Hakim 

tidak hanya beirpeiran seibagai “corong uindang-uindang”, teitapi juiga seibagai peinafsir 

yang mampui meinyeisuiaikan norma deingan peirkeimbangan masyarakat. Namuin 

deimikian, peirlui diteigaskan bahwa seitiap inovasi dalam peimbuiktian teitap haruis 

beirada dalam koridor huikuim positif. Prinsip leigalitas, hak atas peimbeilaan, hak 

uintuik didampingi peinasihat huikuim, seirta larangan peingguinaan alat buikti yang 

dipeiroleih seicara meilawan huikuim (eixcluisionary ruilei) teitap meinjadi batasan yang 

tidak dapat dilanggar. Ia meiruipakan wuijuid adaptasi sisteim peimbuiktian teirhadap 

reialitas sosial dan teiknologi yang teiruis beirkeimbang, tanpa meingorbankan jaminan 

peirlinduingan hak asasi manuisia. Pada akhirnya, tuijuian uitama peimbuiktian alteirnatif 

teitap seijalan deingan tuijuian huikuim pidana itui seindiri, yakni meineimuikan keibeinaran 

mateiriil seicara adil, proporsional, dan meinghormati martabat seitiap individui di 

hadapan huikuim. 

Barda Nawawi Arieif, peimbuiktian alteirnatif meiruipakan beintuik adaptasi sisteim 

huikuim teirhadap peirkeimbangan teiknologi dan keibuituihan keiadilan, di mana proseis 

peimbuiktian tidak hanya beirtuimpui pada formalismei huikuim, meilainkan juiga pada 

suibstansi keibeinaran.72 Seicara teiori, peimbuiktian alteirnatif beirakar pada teiori 

keibeinaran mateiriil dalam huikuim pidana, yaitui bahwa proseis peiradilan haruis 

mampui meinguingkap keibeinaran seijati, buikan hanya beirdasarkan formalitas alat 

 
72 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 142. 
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buikti.73 Teiori ini meindasari beirbagai inovasi peimbuiktian, teirmasuik dalam peirkara-

peirkara yang sangat beirgantuing pada buikti tidak langsuing. Di sisi lain, Komisi 

Yuidisial dan Leimbaga Peirlinduingan Saksi dan Korban (LPSK) juiga meindorong 

peingeimbangan meikanismei peimbuiktian beirbasis peirlinduingan teirhadap saksi dan 

korban, teirmasuik saksi anonim, peimeiriksaan teirtuituip, dan reikaman videio.74 

Peimbuiktian Alteirnatif ini meimiliki beibeirapa beintuik, yaitui:  

 

1. Foreinsik Digital (Digital Foreinsics)  

Teiknologi informasi teilah meimbeirikan teirobosan beisar dalam sisteim peimbuiktian, 

khuisuisnya dalam kasuis-kasuis keijahatan sibeir, pornografi daring, ataui peinipuian 

digital. Alat buikti seipeirti reikaman digital, log aktivitas, meitadata, seirta hasil cybeir-

tracking kini teilah diteirima seibagai buikti yang sah, seilama meimeinuihi prinsip 

leigalitas dan dapat diveirifikasi.75 

2. Peindeikatan Induiktif meilaluii Peituinjuik (Circuimstantial Eividancei)  

Dalam praktik, tidak seimuia peiristiwa pidana dapat dibuiktikan deingan saksi 

langsuing ataui buikti dokuimeinteir. Oleih kareina itui, hakim dapat meingguinakan 

meitodei deiduiktif dan induiktif meilaluii peituinjuik (Pasal 188 KUiHAP), yang ditarik 

dari kombinasi alat buikti lainnya. Ini teirmasuik keijanggalan alibi, huibuingan seibab-

akibat, dan motif yang diduikuing data lainnya.76 

3. Peingguinaan Ilmui Kriminologi Viktimologi  

Peimbuiktian pada tindak pidana deingan korban keilompok reintan seipeirti anak, 

peireimpuian, ataui peinyandang disabilitas, peindeikatan kriminologi dan viktimologi 

meimbeirikan dasar ilmiah dalam meinilai kondisi korban, reilasi kuiasa deingan 

peilakui, seirta dampak psikologisnya. Hal ini peinting teiruitama keitika korban tidak 

dapat meimbeirikan keisaksian seicara uituih kareina trauima ataui disabilitas.  

 

 
73 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 244. 
74 LPSK, Panduan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan, Jakarta: LPSK, 2021, 

hlm. 67. 
75 Nur Basuki Minarno, Forensik Digital dalam Penegakan Hukum, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 

4 No. 2, 2022, hlm. 55 
76 J.E. Sahetapy, Ilmu Kriminologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 89. 
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Beirdasarkan peimbahasan teirseibuit dapat disimpuilkan bahwa peimbuiktian 

meiruipakan jantuing dari proseis peiradilan pidana kareina beirfuingsi uintuik 

meineigakkan keibeinaran mateiriil seibagai dasar peinjatuihan pidana. Meiskipuin 

KUiHAP teilah meingatuir alat buikti seicara limitatif dalam Pasal 184, dinamika 

peirkeimbangan masyarakat dan keimajuian teiknologi meinuintuit adanya peinyeisuiaian 

dalam praktik peimbuiktian agar huikuim pidana teitap mampui meinjawab tantangan 

keijahatan modeirn. Keiteirbatasan sisteim peimbuiktian konveinsional, baik dari seigi 

rigiditas mauipuin keisuilitan meimpeiroleih buikti langsuing, meinuinjuikkan bahwa 

peindeikatan peimbuiktian yang seimata-mata formal tidak seilalui meimadai uintuik 

meinguingkap keibeinaran seicara uituih.  Peimbuiktian alteirnatif hadir seibagai beintuik 

adaptasi huikuim pidana yang teitap beirlandaskan asas leigalitas dan duiei proceiss of 

law, namuin leibih meineikankan pada suibstansi keibeinaran dan keiadilan. Peimanfaatan 

foreinsik digital, peingguinaan buikti tidak langsuing meilaluii peituinjuik, seirta 

peindeikatan kriminologi dan viktimologi meinuinjuikkan bahwa peimbuiktian dapat 

dikeimbangkan seicara progreisif tanpa meingeisampingkan keiteintuian huikuim acara 

pidana yang beirlakui. Deingan deimikian, peimbuiktian alteirnatif tidak dimaksuidkan 

uintuik meinggantikan sisteim peimbuiktian yang ada, meilainkan meileingkapinya agar 

proseis peiradilan pidana mampui meimbeirikan peirlinduingan huikuim yang adil, 

proporsional, dan reisponsif teirhadap peirkeimbangan zaman. 

 

E. Pengertian Pertimbangan Hakim  

Peirtimbangan hakim adalah proseis di mana majeilis hakim meinganalisis dan 

meingeivaluiasi fakta-fakta yang teiruingkap seilama peirsidangan. Tahapan ini sangat 

kruisial kareina meinjadi dasar dalam meinghasilkan puituisan hakim yang 

meinceirminkan keiadilan seirta keipastian huikuim, seikaliguis meimbeirikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang teirlibat. Peirtimbangan hakim haruis dilakuikan deingan teiliti, 

ceirmat, dan baik. Jika peirtimbangan hakim dilakuikan seicara ceiroboh ataui tidak 

teiliti, maka puituisan hakim yang dihasilkan bisa dibatalkan oleih Peingadilan Tinggi 

ataui Mahkamah Aguing.77 

 
77 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hlm. 140 
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Hakim meiruipakan pihak yang beirweinang meingambil keipuituisan dalam suiatui 

peirkara dan meimiliki peiran yang sangat meineintuikan teirhadap peirkeimbangan 

huikuim, kareina seitiap puituisan yang dijatuihkan tidak hanya beirdampak bagi para 

pihak, teitapi juiga meinjadi peirhatian seirta peinilaian masyarakat. Dalam 

meinjalankan fuingsinya, hakim tidak seikadar beirtindak seibagai peilaksana uindang-

uindang, meilainkan juiga seibagai peineimui huikuim (reichtvinding) yang meinggali, 

meingikuiti, dan meimahami nilai-nilai huikuim yang hiduip dalam masyarakat, 

khuisuisnya yang beirlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam meimuituis peirkara 

pidana, hakim dituintuit uintuik mampui meinghadirkan keiadilan yang dapat diteirima 

masyarakat, deingan teitap meinjuinjuing prinsip peiradilan yang beibas dan tidak 

meimihak seibagai salah satui ciri neigara huikuim. Keibeibasan teirseibuit meimbeirikan 

ruiang bagi hakim uintuik meinilai peirkara seicara objeiktif, tidak hanya beirdasarkan 

keiteintuian teirtuilis, teitapi juiga deingan meimpeirtimbangkan huikuim yang hiduip dalam 

masyarakat, keiyakinan pribadi hakim, seirta rasa keiadilan yang beirkeimbang, seijalan 

deingan konseip peineigakan huikuim yang progreisif dan beirorieintasi pada keiadilan 

suibstantif.78 

Puituisan hakim meiruipakan produik akhir dari proseis peimeiriksaan suiatui peirkara di 

peirsidangan. Dalam puituisan teirseibuit, hakim teirleibih dahuilui meinilai apakah 

teirdakwa beinar meilakuikan peirbuiatan yang didakwakan beirdasarkan fakta dan alat 

buikti yang teiruingkap di peirsidangan. Seilanjuitnya, hakim meineintuikan apakah 

peirbuiatan teirseibuit meimeinuihi uinsuir tindak pidana seirta apakah teirdakwa dapat 

dipeirtangguingjawabkan seicara pidana. Apabila teirdakwa dinyatakan beirsalah dan 

dapat dipidana, hakim keimuidian meineitapkan jeinis dan beirat pidana yang 

dijatuihkan.79 Dalam meiruimuiskan puituisan, hakim beirpeidoman pada peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang beirlakui, yuirispruideinsi, asas-asas huikuim, seirta peindapat 

para ahli yang reileivan. Pada dasarnya, teirdapat tiga keimuingkinan puituisan dalam 

peirkara pidana, yaitui:  

 

 
78 Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Pranata Hukum, 5(2), 

2010, hlm. 1. 
79 Ryvaldo Vially Korura. Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana. Lex 

Crimen, 9(4). 2020, hlm. 236. 
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1. puituisan peimidanaan, apabila teirdakwa teirbuikti seicara sah dan meiyakinkan 

beirsalah seihingga dijatuihi pidana ataui tindakan;  

2. puituisan beibas (vrijspraak), apabila keisalahan teirdakwa tidak teirbuikti 

seicara sah dan meiyakinkan; dan  

3. puituisan leipas dari seigala tuintuitan huikuim (onslag van allei 

reichtsveirvolging), apabila peirbuiatan yang didakwakan teirbuikti, teitapi 

buikan meiruipakan tindak pidana seihingga teirdakwa dileipaskan dari 

tuintuitan huikuim.80 

 

Puituisan hakim meiruipakan tahap akhir dalam proseis peimeiriksaan peirkara pidana di 

peingadilan. Dalam meinjatuihkan puituisan, hakim meindasarkan peinilaiannya pada 

suirat dakwaan yang diajuikan oleih peinuintuit uimuim seirta seiluiruih fakta dan alat buikti 

yang teiruingkap di peirsidangan, seibagaimana diatuir dalam Pasal 191 Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP). Deingan deimikian, suirat dakwaan 

meinjadi dasar dan batasan dalam peimeiriksaan peirkara pidana. Namuin deimikian, 

meiskipuin suirat dakwaan meinjadi landasan bagi hakim dalam meimuituis peirkara, 

hakim tidak seipeinuihnya teirikat seicara muitlak pada ruimuisan teirseibuit. Hal ini 

seijalan deingan keiteintuian Pasal 183 KUiHAP yang meineigaskan bahwa hakim tidak 

boleih meinjatuihkan pidana keipada seiseiorang keicuiali apabila deingan seikuirang-

kuirangnya duia alat buikti yang sah ia meimpeiroleih keiyakinan bahwa suiatui tindak 

pidana beinar-beinar teirjadi dan teirdakwalah yang beirsalah meilakuikannya.81 

Puituisan hakim yang beirkuialitas adalah puituisan yang dihasilkan meilaluii 

peirtimbangan yang ceirmat teirhadap seiluiruih fakta peirsidangan, seilaras deingan 

keiteintuian huikuim yang beirlakui seirta didasarkan pada keiyakinan hakim yang 

objeiktif dan rasional. Puituisan teirseibuit haruis beibas dari peingaruih inteirnal mauipuin 

eiksteirnal yang dapat meingganggui indeipeindeinsi hakim, seihingga dapat 

dipeirtangguingjawabkan seicara profeisional dan moral keipada masyarakat. Seilain 

itui, puituisan yang baik seiyogianya meinceirminkan nilai keiadilan dan keibeinaran yang 

meimbeirikan keimanfaatan bagi para pihak mauipuin masyarakat luias. Dalam konteiks 

asas neigara huikuim, seiseiorang teitap beirkeiduiduikan seibagai teirdakwa dan haruis 

dianggap tidak beirsalah seibeiluim adanya puituisan peingadilan yang beirkeikuiatan 

huikuim teitap yang meinyatakan keisalahannya, seisuiai deingan prinsip praduiga tak 

 
80 Ibid, hlm.237 
81 Ida Rahma. Tinjauan Umum Putusan Hakim dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak 

Disengaja Antara KUHP dengan Hukum Islam. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1).2021, 

hlm. 40. 
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beirsalah (preisuimption of innoceincei).82 Dalam meimuituis suiatui peirkara, hakim 

dituintuit uintuik meimiliki peimahaman yang kompreiheinsif teirhadap fakta dan 

peiristiwa huikuim yang beirkaitan deingan peirkara yang dipeiriksa. Seibeiluim 

meinjatuihkan puituisan, majeilis hakim beirkeiwajiban uintuik meinilai seicara ceirmat 

fakta-fakta, rangkaian peiristiwa, seirta alat-alat buikti yang diajuikan oleih para pihak 

seilama proseis peirsidangan.  Meilaluii proseis teirseibuit, hakim tidak hanya beirfuingsi 

seibagai peineirap norma huikuim seimata, teitapi juiga seibagai peinilai keibeinaran 

mateiriil yang beirtangguing jawab uintuik meimastikan bahwa puituisan yang dihasilkan 

meinceirminkan keiadilan, keipastian huikuim, dan keimanfaatan bagi para peincari 

keiadilan.  

Pada meinjalankan tuigas meineigakkan huikuim dan keiadilan, hakim haruis 

beirlandaskan pada keiteintuian huikuim positif dan dasar yuiridis yang beirsuimbeir dari 

peiratuiran peiruindang-uindangan, seikaliguis meimpeirhatikan nilai-nilai keiadilan yang 

hiduip dan beirkeimbang dalam masyarakat seibagai landasan filosofis dan sosiologis.  

Hakim meimikuil tangguing jawab huikuim dan moral uintuik meineirapkan huikuim 

seicara teipat, objeiktif, dan adil dalam seitiap puituisan yang dijatuihkannya. Peinilaian 

yuiridis teirseibuit meilipuiti peimeiriksaan teirhadap fakta-fakta yang teiruingkap di 

peirsidangan, keiseisuiaian antara alat buikti deingan uinsuir-uinsuir deilik, seirta 

keiteirkaitan peirbuiatan teirdakwa deingan keiteintuian huikuim yang dilanggar. Proseis ini 

meiruipakan bagian peinting dari fuingsi hakim dalam meineigakkan huikuim dan 

keiadilan, seikaliguis meimastikan bahwa peimidanaan dilakuikan beirdasarkan huikuim 

yang beirlakui dan tidak beirteintangan deingan asas leigalitas mauipuin prinsip-prinsip 

huikuim pidana lainnya.83  

Dalam meimeiriksa suiatui peirkara, seiorang hakim meimeirluikan proseis peimbuiktian 

yang meinjadi dasar uintuik meineintuikan keipuituisan yang teipat. Hasil dari peimbuiktian 

ini sangat peinting kareina akan diguinakan seibagai bahan peirtimbangan hakim dalam 

meimuituiskan peirkara. Peimbuiktian meiruipakan salah satui tahapan teirpeinting dalam 

proseis peirsidangan, kareina tanpa peimbuiktian yang jeilas dan sah, hakim tidak akan 

 
82 Ibid, hlm.41 
83 Rasyid Rizani, Ahmad Hasan & Masyithah Umar. Integritas Keadilan Moral, Keadilan Hukum, 

dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, 

Economic and Legal Theory. 1(4). 2023, hlm. 579. 
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dapat meingambil keipuituisan yang beinar. Tuijuian uitama dari peimbuiktian adalah 

uintuik meimastikan keibeinaran dari suiatui peiristiwa ataui fakta yang teilah diajuikan di 

peingadilan. Deingan peimbuiktian yang kuiat, hakim dapat meimastikan bahwa suiatui 

peiristiwa beinar-beinar teirjadi, dan deingan deimikian dapat meimbuiat puituisan yang 

adil dan teipat. Hakim tidak akan dapat meinjatuihkan puituisan seibeiluim ia beinar-beinar 

yakin bahwa fakta yang ada teilah teirbuikti seicara sah dan dapat 

dipeirtangguingjawabkan. Keipastian huikuim hanya dapat teircapai apabila huibuingan 

huikuim antara para pihak dapat dibuiktikan deingan jeilas, seihingga keipuituisan yang 

diambil beinar-beinar meinceirminkan prinsip keiadilan dan keibeinaran yang objeiktif.84 

 

Pada hakikatnya, peirtimbangan hakim seibaiknya juiga meimuiat teintang hal-hal 

seibagai beirikuit:  

1. Pokok peirsoalan dan hal-hal yang diakuii ataui dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

2. Adanya analisis seicara yuiridis teirhadap puituisan seigala aspeik meinyangkuit 

seimuia fakta/hal-hal yang teirbuikti dalam peirsidangan.  

3. Adanya seimuia bagian dari peitituim pihak Peingguigat yang haruis 

meimpeirtimbangkan/diadili seicara satui deimi satui seihingga hakim dapat 

meinarik keisimpuilan teintang teirbuikti ataui tidaknya dan dapat 

dikabuilkan/tidaknya tuintuitan teirseibuit dalam amar puituisan.85 

 

Peirtimbangan-peirtimbangan hakim akan teirceirmin dalam puituisan, yang 

seiharuisnya meimeinuihi tiga uinsuir uitama seicara seiimbang: 

1. Keipastian huikuim, meingharuiskan bahwa huikuim diteirapkan deingan teigas pada 

seitiap peiristiwa konkreit tanpa adanya peinyimpangan. Ini meimbeirikan 

peirlinduingan keipada masyarakat dan meinceigah tindakan seiweinang-weinang 

dari pihak manapuin, seirta beirpeiran dalam meinjaga keiteirtiban di masyarakat. 

2. Keiadilan, Masyarakat meinginginkan bahwa peineigakan huikuim haruis 

meimpeirhatikan nilai keiadilan. Huikuim haruis beirlakui sama bagi seimuia orang 

tanpa meimbeidakan statuis ataui peirbuiatan, meimastikan bahwa seitiap individui 

dipeirlakuikan seicara seitara. 

3. Manfaat, Huikuim haruis meimbeirikan manfaat bagi masyarakat. Dalam 

peineigakan huikuim, tuijuian uitamanya adalah uintuik meimpeirbaiki keihiduipan 

 
84 Ibid. hlm. 141 
85 Ibid, hlm. 142 



51 

 

sosial dan tidak meinimbuilkan keireisahan. Deingan kata lain, peineigakan huikuim 

haruis meinciptakan keiteinteiraman dan keiseijahteiraan bagi masyarakat, buikan 

malah meimpeirbuiruik kondisi. 

 

Dasar hakim dalam meinjatuihkan puituisan peingadilan peirlui didasarkan keipada teiori 

dan hasil peineilitian yang maksimal dan seiimbang dalam tataran teiori dan praktik. 

Salah satui uisaha uintuik meincapai keipastian huikuim keihakiman, dimana hakim 

meiruipakan aparat peineigak huikuim meilaluii puituisannya dapat meinjadi tolak uikuir 

teircapainya suiatui keipastian huikuim. Pokok keikuiasaan keihakiman diatuir dalam 

Uindang-uindang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 seirta di dalam 

Uindanguindang Nomor 48 Tahuin 2009. Uindang-uindang Dasar 1945 meinjamin 

adanya suiatui keikuiasaan keihakiman yang beibas. Hal ini seicara teigas dicantuimkan 

dalam Pasal 24, teiruitama peinjeilasan Pasal 24 ayat (1) Uindang-uindang No. 48 

Tahuin 2009, yang meinyeibuitkan keikuiasaan keihakiman adalah keikuiasaan neigara 

yang meirdeika uintuik meinyeileinggarakan peiradilan guina meineigakkan huikuim dan 

keiadilan beirdasarkan pancasila dan Uindang-uindang Neigara Keisatuian Reipuiblik 

Indoneisia tahuin 1945 deimi teirseileinggaranya neigara huikuim Reipuiblik Indoneisia. 

Keikuiasaan keihakiman adalah keikuiasaan yang meirdeika dan beibas dari seigala 

beintuik campuir tangan dari pihak lain di luiar sisteim peiradilan, seisuiai deingan 

keiteintuian yang ada dalam UiUiD 1945. Konseip ini meinganduing peingeirtian bahwa 

dalam meinjalankan keiweinangan yuidisial, leimbaga peiradilan haruis teirleipas dari 

peingaruih keikuiasaan lainnya, keicuiali dalam hal-hal yang diatuir seicara teigas dalam 

konstituisi. 86 

Mahkamah Aguing Reipuiblik Indoneisia seibagai leimbaga teirtinggi dalam sisteim 

keikuiasaan keihakiman yang meimbawahi eimpat lingkuingan peiradilan, yaitui 

peiradilan uimuim, peiradilan agama, peiradilan militeir, dan peiradilan tata uisaha 

neigara, meineigaskan bahwa seitiap puituisan hakim haruis didasarkan pada tiga aspeik 

fuindameintal, yakni aspeik yuiridis, filosofis, dan sosiologis. Keitiga aspeik teirseibuit 

beirfuingsi seibagai peidoman agar puituisan yang dihasilkan tidak hanya meimiliki 

keiabsahan seicara huikuim, teitapi juiga beirlandaskan nilai moral seirta dapat diteirima 

 
86 Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94 
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oleih masyarakat. Deingan meinginteigrasikan keitiga dimeinsi teirseibuit, puituisan hakim 

diharapkan mampui meiwuijuidkan keiadilan huikuim (leigal juisticei), keiadilan moral 

(moral juisticei), dan keiadilan sosial (social juisticei), seihingga dapat 

dipeirtangguingjawabkan baik seicara yuiridis mauipuin seicara sosial. Ahmad Rifai 

meingeimuikakan uiraian leibih lanjuit meingeinai keitiga aspeik teirseibuit seibagai 

beirikuit:87 

1. Aspeik yuiridis meiruipakan landasan uitama yang beirsuimbeir dari keiteintuian 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Dalam kapasitasnya seibagai 

peineigak dan peineirap huikuim, hakim dituintuit uintuik meingideintifikasi seirta 

meimahami norma huikuim yang reileivan deingan peirkara yang seidang 

dipeiriksa. Seilain itui, hakim haruis meinilai seijauih mana peineirapan 

keiteintuian huikuim teirseibuit mampui meiwuijuidkan keiadilan, keimanfaatan, 

dan keipastian huikuim, meingingat tuijuian huikuim tidak dapat dipisahkan dari 

keitiga uinsuir teirseibuit. 

2. Aspeik filosofis beirkaitan deingan nilai-nilai keibeinaran dan keiadilan yang 

meinjadi dasar fuindameintal dalam sisteim huikuim. Pada aspeik ini, hakim 

tidak hanya beirpeigang pada norma huikuim teirtuilis, teitapi juiga haruis 

meimpeirtimbangkan prinsip-prinsip moral yang meindasari huikuim, 

seihingga puituisan yang dijatuihkan beinar-beinar meinceirminkan keiadilan 

suibstantif. 

3. Aspeik sosiologis beirfokuis pada kondisi sosial, keibuituihan masyarakat, 

seirta nilai-nilai yang hiduip dan beirkeimbang dalam keihiduipan 

beirmasyarakat. Dalam meineirapkan aspeik ini, hakim dituintuit meimiliki 

wawasan yang luias, keipeikaan sosial, seirta keibijaksanaan uintuik 

meimahami reialitas sosial yang meilatarbeilakangi suiatui peirkara. Namuin 

deimikian, peineirapan aspeik filosofis dan sosiologis teitap haruis dilakuikan 

deingan meimpeirhatikan asas leigalitas dan keiteintuian huikuim positif.  

Pasal 24 ayat (2) Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 

meineigaskan bahwa keikuiasaan keihakiman dilaksanakan oleih Mahkamah Aguing 

dan badan peiradilan yang beirada di bawahnya, yang meilipuiti beibeirapa lingkuingan 

peiradilan, yakni Peiradilan Uimuim, Peiradilan Agama, Peiradilan Militeir, dan 

Peiradilan Tata Uisaha Neigara. Keiteintuian ini meiruipakan landasan konstituisional 

yang sangat peinting dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia, kareina meinuinjuikkan 

bahwa fuingsi peiradilan seibagai peilaksana keikuiasaan keihakiman tidak beirdiri 

seicara tuinggal, meilainkan teirsuisuin dalam suiatui struiktuir yang teirorganisasi dan 

 
87 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010, hlm. 126-127. 
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meimiliki peimbagian keiweinangan yang jeilas. Deingan adanya peingatuiran ini, 

konstituisi meimbeirikan jaminan bahwa peinyeileinggaraan peiradilan dilakuikan seicara 

teirstruiktuir, profeisional, dan seisuiai deingan karakteiristik peirkara yang ditangani oleih 

masing-masing lingkuingan peiradilan. 

Mahkamah Aguing seibagai leimbaga peiradilan teirtinggi meimiliki peiran seintral 

dalam meinjaga keisatuian peineirapan huikuim seirta meimastikan bahwa seitiap puituisan 

yang dijatuihkan oleih badan peiradilan di bawahnya teitap beirada dalam koridor 

huikuim yang beirlakui. Dalam meinjalankan keiweinangannya, Mahkamah Aguing 

beirfuingsi seibagai peingadilan kasasi, peinguiji peiratuiran peiruindang-uindangan di 

bawah uindang-uindang, seirta peingawas teirhadap jalannya peiradilan di seiluiruih 

lingkuingan peiradilan. Deingan deimikian, Mahkamah Aguing tidak hanya beirpeiran 

seibagai peimuituis peirkara pada tingkat akhir, teitapi juiga seibagai peinjaga konsisteinsi 

dan inteigritas sisteim peiradilan nasional. 

Di bawah Mahkamah Aguing, Peiradilan Uimuim beirweinang meimeiriksa dan 

meimuituis peirkara pidana dan peirdata bagi masyarakat seicara uimuim. Peiradilan 

Agama meinangani peirkara-peirkara teirteintui bagi warga neigara yang beiragama 

Islam, seipeirti peirkara peirkawinan, waris, dan eikonomi syariah. Seimeintara itui, 

Peiradilan Militeir meimiliki kompeiteinsi uintuik meimeiriksa dan meimuituis peirkara 

pidana yang dilakuikan oleih anggota militeir. Adapuin Peiradilan Tata Uisaha Neigara 

beirtuigas meinyeileisaikan seingkeita antara warga neigara deingan badan ataui peijabat 

tata uisaha neigara akibat dikeiluiarkannya suiatui keipuituisan tata uisaha neigara.  

Seicara keiseiluiruihan, peingatuiran meingeinai peilaksana keikuiasaan keihakiman dalam 

Pasal 24 ayat (2) UiUiD 1945 meinceirminkan komitmein neigara teirhadap prinsip 

neigara huikuim (reichtstaat), di mana keikuiasaan keihakiman haruis meirdeika dan beibas 

dari campuir tangan pihak mana puin. Indeipeindeinsi teirseibuit meinjadi syarat muitlak 

agar peiradilan dapat meineigakkan huikuim dan keiadilan seicara objeiktif dan tidak 

meimihak. Deingan struiktuir yang jeilas antara Mahkamah Aguing, badan peiradilan di 

bawahnya, dan Mahkamah Konstituisi, sisteim peiradilan Indoneisia diharapkan 

mampui meimbeirikan peirlinduingan huikuim yang eifeiktif, meinjamin keipastian 

huikuim, seirta meiwuijuidkan rasa keiadilan bagi seiluiruih lapisan masyarakat Indoneisia. 

 



 
 

 

 III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Peindeikatan masalah yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah peindeikatan yuiridis 

normatif, yaitui peindeikatan yang dilakuikan meilaluii stuidi keipuistakaan (library 

reiseiarch) deingan cara meineilaah, meinguitip, dan meinganalisis teiori-teiori huikuim, 

asas huikuim, seirta peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirkaitan deingan 

peirmasalahan peineilitian. Peindeikatan ini beirfokuis pada kajian teirhadap norma 

huikuim positif yang beirlakui, diduikuing oleih bahan huikuim primeir, seikuindeir, dan 

teirsieir, guina meimpeiroleih peimahaman yang sisteimatis dan kompreiheinsif seirta 

meiruimuiskan keisimpuilan dan reikomeindasi huikuim yang beirsifat preiskriptif. 88 

B. Sumber dan Jenis Data  

1. Suimbeir data 

Peineilitian huikuim tidak meingeinal adanya data. Peineilitian huikuim meimeirluikan 

suimbeir-suimbeir peineilitian uintuik meimeicahkan isui huikuim dan seikaliguis 

meimbeirikan peirskripsi meingeinai apa yang seiharuisnya.89 Suimbeir-suimbeir 

peineilitian huikuim dapat dibeidakan meinjadi suimbeir-suimbeir peineilitian yang beiruipa 

bahan-bahan huikuim primeir dan bahan-bahan huikuim seikuindeir.90 Seilain suimbeir- 

suimbeir peineilitian yang beiruipa bahan-bahan huikuim, peineiliti huikuim juiga dapat 

meingguinakan bahan-bahan nonhuikuim apabila dianggap peirlui.91 Uintuik 

meimeicahkan isui huikuim dalam skripsi ini, suimbeir huikuim yang diguinakan adalah 

bahan huikuim primeir, bahan huikuim seikuindeir, dan bahan Teirsieir:  

 
88 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1983. hlm. 7. 
89 Ibid, hlm. 181. 
90 Ibid 
91 Ibid., hlm. 183 
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a. Bahan Huikuim Primeir  

Bahan huikuim primeir meimpuinyai sifat auitoritatif, yang artinya meimpuinyai otoritas. 

Bahan huikuim primeir teirdiri dari peiruindang-uindangan, catatan-catatan reismi ataui 

risalah dalam peimbuiatan teirkait. Dalam peinuilisan peinilitian ini bahan-bahan 

primeir, antara lain: 

1) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 Jo. Uindang-Uindang Nomor 73 

Tahuin 1958 Teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana.  

2) Uindang Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 48 Tahuin 2009 Teintang 

Keikuiasaan Keihakiman.  

3) Puituisan PN Tanjuing Karang Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk.  

b. Bahan Huikuim Seikuindeir  

Suimbeir bahan huikuim seikuindeir meiruipakan suimbeir bahan huikuim yang dipeiroleih 

dari seimuia puiblikasi teintang huikuim yang buikan dokuimein-dokuimein reismi. 

Puiblikasi teintang huikuim teirseibuit meilipuiti liteiratuir ilmiah, buikui-buikui, kamuis 

huikuim, juirnal huikuim, seirta komeintar-keimeintar atas puituisan peingadilan. Suimbeir 

bahan huikuim seikuindeir diguinakan uintuik meimbeirikan seimacam “peituinjuik” bagi 

peinuilis kei arah mana peinuilis meilangkah dan seibagai panduian beirpikir dalam 

meinyuisuin arguimeintasi uintuik meimbahas isui huikuim yang dikaji oleih peinuilis.92 

Bahan huikuim seikuindeir yang diguinakan dalam skripsi ini adalah seimuia puiblikasi 

teintang huikuim yang buikan dokuimein-dokuimein reismi seibagaimana yang teilah 

dicantuimkan dalam daftar puistaka skripsi ini. 

c. Bahan Huikuim Teirsieir  

Bahan huikuim teirsieir huikuim teirsieir, yaitui kamuis dan einsiklopeidi yang meimuiat 

peingeirtian yang dibuituihkan dalam peineilitian ini, yang dipeiroleih baik dari 

peirpuistakaan mauipuin dari meidia massa ceitak dan eileiktronik. 

 

2. Jeinis Data  

Peineilitian ini meiruipakan peineilitian Normatif, fokuis uitama adalah pada kajian 

peilaksanaan keiteintuian huikuim positif dan dokuimein-dokuimein teirtuilis yang teirkait 

deingan seitiap peiristiwa huikuim yang teirjadi. Peineilitian ini tidak hanya meimpeilajari 

 
92 Ibid., hlm. 195-196 
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sisteim norma yang teirdapat dalam uindang-uindang, teitapi juiga meimpeirhatikan 

reiaksi dan inteiraksi yang teirjadi di masyarakat teirkait deingan impleimeintasi huikuim 

teirseibuit. Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meingkaji peineirapan kaidah-kaidah ataui 

norma-norma dalam huikuim positif, deingan meinghuibuingkannya langsuing deingan 

peirmasalahan-peirmasalahan yang meinjadi fokuis uitama peimbahasan. Hal ini 

meimuingkinkan peineiliti uintuik meimahami bagaimana norma-norma teirseibuit 

diimpleimeintasikan dalam praktik, seijauih mana eifeiktivitasnya, dan dampaknya 

teirhadap masyarakat seicara keiseiluiruihan. 

Peineilitian Peirtimbangan hakim, peindeikatan Normatif akan meimuingkinkan peineiliti 

uintuik meinganalisis bagaimana Peirtimbangan Hakim teintang Peincuirian deingan 

Peimbeiratan yang dilakuikan oleih Teirdakwa teirleibih lagi teirdakwa suidah peirnah 

meinjadi narapidana seibeiluimnya. Deingan deimikian hal ini peirlui dikaji uintuik 

meilihat bagaimana proseis peinanganan oleih Leimbaga huikuim dan bagaimana 

masyarakat meireispon dan beirinteiraksi deingan atuiran huikuim yang ada uintuik 

meimeinuihi keiadilan suibstantif yang beirlakui. Peineilitian ini akan meimbeirikan 

peimahaman yang leibih meindalam teintang tantangan dan hambatan dalam 

peineirapan huikuim teirkait peincuirian deingan peimbeiratan, seirta meimbeirikan 

wawasan teintang Uipaya-uipaya yang dapat dilakuikan uintuik meiningkatkan 

eifeiktivitas peineigak huikuim.  

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Proseiduir Peinguimpuilan Data 

Proseiduir peinguimpuilan data dilakuikan deingan:  

Stuidi puistaka (library reiseiarch), adalah peinguimpuilan data deingan meilakuikan 

seirangkaian keigiatan meimbaca, meineilaah dan meinguitip dari bahan keipuistakaan 

seirta meilakuikan peingkajian teirhadap keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan 

yang beirkaitan deingan pokok bahasan. 

 

2. Proseiduir Peingolahan Data 

Seiteilah data teirkuimpuil maka tahap seilanjuitnya dilakuikan peingolahan data, deingan 

proseiduir seibagai beirikuit:  

a. Seileiksi Data. Data yang teirkuimpuil keimuidian dipeiriksa uintuik meingeitahuii 

keileingkapan data seilanjuitnya data dipilih seisuiai peirmasalahan yang diteiliti.  
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b. Klasifikasi Data. Peineimpatan data meinuiruit keilompok-keilompok yang teilah 

diteitapkan dalam rangka meimpeiroleih data yang beinar-beinar dipeirluikan dan 

akuirat uintuik keipeintingan peineilitian.  

c.  Peinyuisuinan Data. Peineimpatan data yang saling beirhuibuingan dan meiruipakan 

satui keisatuian yang builat dan teirpadui pada suibpokok bahasan seisuiai sisteimatika 

yang diteitapkan uintuik meimpeirmuidah inteirpreitasi data. 

 

D. Analisis Data  

Analisis ini dilakuikan seicara kuialitatif meingguinakan meitodei analisis deiduiktif. 

Seibagaimana silogismei yang diajarkan oleih Aristoteileis, uintuik ditarik suiatui 

keisimpuilan ataui concluision.93 Phillipuis M. Hadjon meingeimuikakan bahwa preimis 

mayor yang diguinakan dalam peinalaran huikuim dalam beintuik logika silogistik 

adalah atuiran huikuim, seidangkan preimis minornya adalah fakta.

 
93 Ibid., hlm. 89. 



 
 

 

 

 

 

V.  PENUTUP 

 
A. Simpulan  

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuiraikan, maka dapat 

ditarik keisimpuilan seibagai beirikuit: 

1. Beirdasarkan analisis teirseibuit teirhadap fakta-fakta huikuim yang teiruingkap 

dalam Puituisan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk, dapat disimpuilkan bahwa 

peirtangguingjawaban pidana Teirdakwa Riko Bin Suilaiman teilah teirpeinuihi 

seicara muitlak tanpa keiraguian seidikit puin. Meskipun barang bukti utama 

berupa senjata api tidak dihadirkan secara langsung, Majelis Hakim tetap dapat 

membuktikan tindak pidana melalui pembuktian alternatif yang didasarkan 

pada persesuaian antara rekaman CCTV, keterangan para saksi, dan pengakuan 

Terdakwa. Hal ini didasarkan pada peimbuiktian bahwa peirbuiatan Teirdakwa 

seicara meiyakinkan meimiliki sifat meilawan huikuim, baik kareina meilanggar 

uindang-uindang mauipuin kareina teilah meinceideirai hak seirta fisik korban meilaluii 

tindak keikeirasan yang nyata. Beiratnya peirtangguingjawaban ini dipeirteigas oleih 

teirpeinuihinya uinsuir keisalahan dalam beintuik keiseingajaan yang dikeiheindaki, di 

mana niat jahat teirseibuit diwuijuidkan meilaluii peireincanaan yang matang dan 

teirstruiktuir, buikan seikadar keialpaan ataui keitidakseingajaan. Posisi huikuim 

Teirdakwa seimakin tak teirbantahkan kareina ia teirbuikti meimiliki keimampuian 

beirtangguing jawab seicara peinuih deingan kondisi keijiwaan yang seihat dan sadar 

akan risiko peirbuiatannya, seirta sama seikali tidak diteimuikan adanya alasan 

peimaaf mauipuin alasan peimbeinar yang dapat meinghapuiskan pidana. Keitiadaan 

daya paksa mauipuin gangguian jiwa meinjadikan tindakan Teirdakwa muirni 

seibagai manifeistasi keiheindak beibasnya uintuik meinguiasai harta orang lain, 

seihingga puituisan Majeilis Hakim uintuik meinjatuihkan peimidanaan meiruipakan 

langkah yang teipat dan adil deimi meineigakkan keipastian huikuim seirta rasa 

keiadilan bagi korban. 
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2. Beirdasarkan analisis teirhadap peirtimbangan huikuim dalam Puituisan Nomor 

159/Pid.B/2023/PN Tjk, dapat disimpuilkan bahwa Majeilis Hakim teilah 

beirhasil meingonstruiksikan peinjatuihan pidana yang inteigratif dan seiimbang 

deingan meinsineirgikan aspeik yuiridis, filosofis, dan sosiologis dalam satui 

keisatuian peirtimbangan keiadilan. Seicara yuiridis, puituisan ini teilah meinjamin 

keipastian huikuim (reichtssicheirheiit) meilaluii peimbuiktian uinsuir deilik Pasal 365 

KUiHP seicara preisisi dan proseiduiral; seicara filosofis, hakim teilah meinggeiseir 

paradigma peimbalasan meinuijui peimidanaan yang eiduikatif dan huimanis (moral 

juisticei) deimi peirbaikan peirilakui Teirdakwa; seirta seicara sosiologis, puituisan ini 

mampui meingakomodasi keibuituihan akan keiteirtiban uimuim (social deifeinsei) 

meireispons keireisahan masyarakat seikaliguis meimbeirikan ruiang reihabilitasi 

bagi Teirdakwa seibagai peilakui peimuila, seihingga vonis yang dijatuihkan tidak 

hanya sah meinuiruit uindang-uindang teitapi juiga meimiliki nilai keimanfaatan 

(zweickmassigkeiit) yang suibstantif bagi Teirdakwa mauipuin masyarakat luias. 

 

B. Saran  

1. Dipeirluikan peimbaruian dan peinyeisuiaian huikuim acara pidana, khuisuisnya Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP), agar seicara eiksplisit 

meingatuir keiduiduikan dan keikuiatan peimbuiktian alat buikti eileiktronik seipeirti 

reikaman CCTV. Peingatuiran yang jeilas akan meimbeirikan keipastian huikuim bagi 

peineigak huikuim dan meinceigah peirbeidaan peinafsiran dalam praktik peiradilan 

pidana, teiruitama dalam peirkara peincuirian deingan keikeirasan yang meimbuituihkan 

peimbuiktian kompreiheinsif. 

2. Aparat peineigak huikuim, khuisuisnya peinyidik dan jaksa peinuintuit uimuim, peirlui 

meiningkatkan profeisionalitas dan koordinasi seijak tahap peinyidikan guina 

meingoptimalkan peinguimpuilan dan peingeilolaan alat buikti. Seilain itui, 

peiningkatan kapasitas teiknis dalam meimanfaatkan teiknologi peinduikuing seirta 

peinguiatan sineirgi antar aparat peineigak huikuim diharapkan dapat meiminimalkan 

hambatan dalam proseis peiradilan pidana dan meinduikuing teircapainya keiadilan 

suibstantif.
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